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STATUTA UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA 

 

PEMBUKAAN 

Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta 
yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Veteran 
yang berkedudukan hukum di Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan 
Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan salah satu perwujudan 
partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan 
bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia.  

Universitas Veteran Bangun Nusantara yang berdiri sejak tanggal 20 April 1993 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 36/D/O/1933 merupakan perubahan bentuk dan nama dari 
Institut Keguruan Ilmu dan Ilmu Pendidikan Veteran di Sukoharjo yang berdiri 
pada tanggal 29 Maret 1968. 

Universitas Veteran Bangun Nusantara pada hakikatnya merupakan suatu 
komunitas akademik (kecendikiawanan) yang dengan cermat, kritis dan tekad 
yang membara untuk membangun Nusantara melalui pendidikan dan 
pengajaran, penelitian, dan berbagai pelayanan yang diberikan kepada 
komunitas setempat, nasional, dan internasional. 

Komitmen kelembagaan Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah Uninga 
Kawula Ambangun Nagara yang berarti mencerdaskan rakyat untuk 
membangun negara yang dijiwai oleh semangat kebangsaan,  kepribadian 
yang suci dan religius serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang termaktub 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Universitas Veteran 
Bangun Nusantara menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, hormat terhadap 
martabat manusia, menumbuhkembangkan semangat persatuan dan kesatuan,  
dan cinta tanah air, menganut faham demokrasi dan menegakkan keadilan 
sosial, serta terus menerus mencari kebenaran. 

Dalam usaha mencari dan menemukan kebenaran dalam setiap bidang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, Universitas Veteran Bangun Nusantara mendorong 
terciptanya kebebasan akademik yang meliputi: kebebasan untuk mencari 
kebenaran dan mengkomunikasikannya secara bertanggung jawab melalui 
publikasi ilmiah. Kebebasan tersebut dilaksanakan oleh segenap Sivitas 
Akademika dengan penuh rasa tanggung jawab dan moralitas yang tinggi.  

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, disusunlah Statuta 
Universitas Veteran Bangun Nusantara sebagai pedoman dasar untuk 
merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan 
Tridarma Perguruan Tinggi serta sebagai dasar dalam pembentukan peraturan 
di Universitas Veteran Bangun Nusantara. 
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PERATURAN YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PERGURUAN VETERAN 

NOMOR: 98/E/YPPP.VET/VIII/2017 

TENTANG 

STATUTA UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PENGURUS YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PERGURUAN VETERAN 
SUKOHARJO  

Menimbang : a.  bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu 
menetapkan Statuta Universitas Veteran Bangun Nusantara 
Sukoharjo; 

 

b. bahwa Statuta Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 
tahun 2013 sebagaimana telah disahkan oleh  Yayasan Pembina 
Pendidikan Perguruan (YPPP) Veteran Sukoharjo pada tanggal   
1 Juni 2013 dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan 
dan kebutuhan pengelolaan Universitas sehingga harus diganti 
dengan Statuta yang baru; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka 
perlu dituangkan dalam Peraturan Yayasan Pembina Pendidikan 
Perguruan Veteran tentang Statuta Universitas Veteran 
Bangun Nusantara; 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4132 juncto Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4430); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336);  

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014  tentang 

Penyelenggaraan  Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
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16 Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  
5500); 

 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 

Tahun  2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan 
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1670); 

 
6. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan 

(YPPP) Veteran Akta Notaris Soenarto, SH, nomor : 105 
tanggal 24 September 2008, nomor: AHU-AH.01.08-556 
tanggal 25 September 2009 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 229/AD 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN PERGURUAN 
VETERAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS VETERAN BANGUN 
NUSANTARA. 

 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

1. Yayasan adalah Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan (YPPP) Veteran 
yang berkeduduan hukum di Sukoharjo, sebagai badan hukum 
penyelenggara Universitas Veteran Bangun Nusantara. 

2. Universitas adalah Universitas Veteran Bangun Nusantara. 

3. Rektor adalah Pemimpin Universitas Veteran Bangun Nusantara.  

4. Senat adalah badan normatif dan badan perwakilan tertinggi.  

5. Dekan adalah Pemimpin Fakultas di lingkungan Universitas yang 
berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan 
pada tingkat Fakultas. 

6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
Pendidikan Tinggi. 

7. Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau 
program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan 
pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
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8. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi program diploma yang 
menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu 
sampai program sarjana terapan. 

9. Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang 
menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan 
keahlian khusus. 

10. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan 
dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan 
tertentu, yang dilandasi oleh metodologi  ilmiah untuk menerangkan gejala 
alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. 

11. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu 
Pengetahuan yang yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan 
dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. 

12. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah 
kewajiban universitas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat 

13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

14. Sivitas Akademika adalah komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan 
mengembangkan budaya akademik. 

15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Veteran 
Bangun Nusantara dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi 
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di 
Universitas Veteran Bangun Nusantara. 

17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di 
Universitas Veteran Bangun Nusantara yang terdiri dari pustakawan, 
tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 

18. Fakultas adalah satuan kerja Universitas yang merupakan himpunan 
sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut Program Studi yang 
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau 
profesi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. 

19. Program Pascasarjana adalah satuan kerja Universitas yang merupakan 
himpunan sumber daya pendukung yang bersifat multi/lintas displin ilmu 
setelah jenjang sarjana (S1) untuk menghasilkan lulusan jenjang 
pendidikan magister (S2) dan doktor (S3). 

20. Program Studi adalah unit kerja sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan 
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu 
dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau 
pendidikan vokasi.  

21. Dewan Dosen Program Studi adalah Dosen Tetap yang memiliki home 
base pada Program Studi yang bersangkutan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Magister
https://id.wikipedia.org/wiki/S2
https://id.wikipedia.org/wiki/Doktor
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22. Dewan Dosen Program Studi Pascasarjana adalah Dosen Tetap yang 
mengajar pada Program Pascasarjana paling sedikit satu semester dalam 2 
(dua) tahun terakhir  

23. Berhalangan tidak tetap adalah suatu keadaan dimana seorang pejabat 
definitif untuk sementara waktu, paling sedikit 5 (lima) hari kerja secara 
berturut-turut tidak dapat menjalankan tugas jabatannya yang disebabkan 
oleh adanya tugas lain atau mengambil cuti sesuai peraturan yang berlaku. 

24. Berhalangan tetap adalah suatu keadaan dimana sorang pejabat definitif 
tidak dapat menjalankan tugas jabatannya karena sebab apapun sehingga 
tidak memungkinkan kembali lagi dalam jabatannya tersebut. 

 

BAB II 

IDENTITAS UNIVERSITAS 

 

Bagian Kesatu 

Nama, Tempat Kedudukan, dan Waktu Pendirian Universitas 

 

Pasal 2 

Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan lembaga pendidikan tinggi 
yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan/Perguruan (YPPP) 
Veteran yang berkedudukan hukum di Sukoharjo. 

 

Pasal 3 

Universitas Veteran Bangun Nusantara didirikan pada tanggal 20 April 1993 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 36/D/O/1993 sebagai perubahan dari IKIP Veteran di 
Sukoharjo yang berdiri sejak tanggal 29 Maret 1968. 
 

 
Bagian Kedua 

Lambang dan Bendera 

 

Pasal 4 

(1) Universitas mempunyai Lambang yang berbentuk sebagai berikut: 
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(2) Lambang Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 
unsur: 

a. dasar Lambang berbentuk segi lima berwujud ujung kelopak bunga 
teratai dan lingkaran berwarna hijau yang terpadu secara harmonis; 

b. tulisan yang berbunyi “Universitas Veteran Bangun Nusantara 
Sukoharjo” dan “Uninga Kawula Ambangun Nagara” yang terdapat 
pada tepi lingkaran; 

c. gambar buku terbuka berwarna putih dengan pita merah putih  di tengah 
lingkaran;  

d. pena yang terdapat di atas buku;  

e. lidah api yang berkobar yang mengelilingi pena; 

f. tiga buah kuncup bunga melati;  

g. bintang segi lima yang terdapat pada ujung atas pena; dan 

h. tiga buah lingkaran rantai yang saling mengait yang terletak di bawah 
buku. 

(3) Makna unsur Lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 
sebagai berikut: 

a. segi lima dengan ujung kelopak bunga teratai melambangkan kesucian, 
religius, dan Pancasila; 

b. lingkaran hijau melambangkan sifat yang abadi; 

c. tiga lingkaran rantai melambangkan semangat persatuan dan kesatuan; 

d. tulisan “Bangun Nusantara” menunjukkan Universitas Veteran Bangun 
Nusantara bertekad membangun nusantara melalui pendidikan; 

e. tulisan “Uninga Kawula Ambangun Nagara” bermakna mencerdaskan 
rakyat untuk membangun negara, disamping itu tulisan ini juga 
merupakan surya sengkala tahun perubahan dari IKIP menjadi 
Universitas, yaitu tahun 1993; 

f. buku dan pena melambangkan  kecendekiawanan; 

g. tiga kuncup bunga melati melambangkan kesinambungan tiga generasi, 
yaitu generasi lampau, kini dan mendatang sekaligus makna Tridarma 
perguruan tinggi; 
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h. lidah api melambangkan semangat berkorban; 

i. pita merah putih melambangkan semangat kebangsaan; dan 

j. bintang segi lima mengingatkan kepada kuasa Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Pasal 5 

(1) Bendera Universitas adalah sebagaimana gambar berikut ini: 

 

(2) Bendera Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk 
empat persegi panjang, berwarna kuning kunyit dan di tengahnya terdapat 
lambang Universitas. 

(3) Ukuran panjang berbanding lebar Bendera Universitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah tiga berbanding dua (3:2). 

(4) Kode warna Bendera Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah R: 186, G: 148, B:0, (C:28, M:38,Y:100,K:4). 

 

Pasal 6 

(1) Setiap Fakultas dan Program Pascasarjana memiliki bendera dengan 
warna yang berbeda. 

(2) Bentuk dan warna bendera masing-masing Fakultas dan Program 
Pascasarjana terdapat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan 
dengan Statuta ini. 

Pasal 7 

Waktu dan tata cara pengibaran Bendera Universitas, Bendera Fakultas 
dan/atau Bendera Program Pascasarjana diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Universitas. 

 

Bagian Ketiga 

Hymne dan Mars 

 

Pasal 8 

(1) Hymne Universitas adalah lagu Universitas berjudul Hymne Universitas 
Veteran Bangun Nusantara.  
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(2) Mars Universitas adalah lagu Universitas berjudul Mars Universitas Veteran 
Bangun Nusantara.  

(3) Lagu dan syair Hymne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) terdapat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan 
Statuta ini. 

Pasal 9 

Waktu dan tata cara pengumandangan Hymne dan Mars Universitas diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Universitas. 

 

Bagian Keempat 

Busana Akademik dan Busana Almamater 

 

Pasal 10 

(1) Universitas memiliki busana akademik dan busana almamater. 

(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa topi, toga, 
kalung, dan atribut lainnya. 

(3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas 
berwarna kuning kunyit dengan kode R: 186, G: 148, B: 0 dan di bagian 
dada sebelah kiri terdapat lambang Universitas. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater 
diatur dengan Peraturan Universitas. 

 

Bagian Kelima 

Upacara Akademik 

 

Pasal 11 

Upacara akademik meliputi: 

a. Upacara Dies Natalis; 

b. Upacara wisuda lulusan, yaitu upacara akademik yang diselenggarakan 
dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah;   

c. Upacara pengukuhan Guru Besar, yaitu upacara akademik yang 
diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Guru Besar baru;    

d. Upacara promosi Doktor, yaitu upacara akademik yang diselenggarakan 
dalam rangka penilaian akhir lulusan pendidikan Program Doktor; dan 

e. Upacara pemberian gelar Doktor Honoris Causa, yaitu upacara akademik 
yang diselenggarakan dalam rangka pemberian gelar Doktor Honoris 
Causa kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang 
akademik tertentu. 
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Pasal 12 

(1) Upacara Dies Natalis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a 

diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi Universitas 

(2) Pada Upacara Dies Natalis, Rektor menyampaikan pidato laporan tahunan 

dan seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah. 

(3) Dengan persetujuan Senat, Rektor dapat meminta pihak dari luar 

Universitas untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam Upacara Dies Natalis. 

 

Pasal 13 

(1) Upacara akademik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 

diselenggarakan dalam Sidang Senat terbuka. 

(2) Tatacara Upacara Akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. 

 

 

BAB III 

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 14 

(1) Universitas menyelenggarakan Tridarma yang meliputi  pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Pendidikan merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan 

kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan mahasiswa mencapai 

kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan Universitas. 

(3) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan 

yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

(4) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Civitas Akademika yang 

memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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Bagian Kedua 

Penyelengaraan Pendidikan 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 15 

(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan 

akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi dalam sejumlah 

cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

(2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana 
dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan 
pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

(3) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana 
yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan 
keahlian khusus. 

(4) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma sampai 
dengan program doktor terapan yang menyiapkan Mahasiswa untuk 
pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. 

(5) Penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai peraturan perundang-
undangan. 
 

Paragraf 2 

Program Pendidikan Akademik 

 

Pasal 16 

(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas 
pendidikan program sarjana, program magister dan program doktor.  

(2) Pendidikan akademik program sarjana diperuntukkan bagi lulusan 
pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.  

(3) Pendidikan akademik program magister diperuntukkan bagi lulusan 
program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan 
mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran 
dan penelitian ilmiah.  

(4) Pendidikan akademik program doktor diperuntukkan bagi lulusan program 
magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, 
dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. 
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Paragraf 3 

Program Pendidikan Vokasi 

 

Pasal 17 

(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan vokasi yang terdiri atas 

pendidikan program diploma,  program magister terapan dan program doktor 

terapan.  

(2) Pendidikan vokasi program diploma diperuntukkan bagi lulusan pendidikan 

menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan 

penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 

(3) Pendidikan program  magister  terapan  merupakan  kelanjutan pendidikan 

vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau 

sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan/atauTeknologi melalui penalaran dan penelitian 

ilmiah. 

(4) Pendidikan program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan 

program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, 

menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengem-

bangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

penalaran dan penelitian ilmiah. 

 

Paragraf 4 

Program Pendidikan Profesi 

 

Pasal 18 

(1) Universitas menyelenggarakan pendidikan profesi yang terdiri atas 

pendidikan program profesi dan program spesialis.  

(2) Pendidikan program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang 

diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk 

mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang 

diperlukan dalam dunia kerja. 

(3) Pendidikan program spesialis merupakan  pendidikan  keahlian lanjutan 

yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang 

telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat 

dan kemampuannya menjadi spesialis. 
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Paragraf 5 

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Pasal 19 

(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap 

program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

(2) Kedalaman  dan  keluasan  materi  pembelajaran  pada program profesi, 
spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib 
memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

Pasal 20 

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi 
antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar 
tertentu. 

(2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan 
metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah 
untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah 
dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.   

(3) Proses pembelajaran diselenggarakan melalui kuliah di dalam maupun di 
luar kampus. 

(4) Bentuk pembelajaran dapat berupa: 

a. kuliah; 

b. responsi dan tutorial; 

c. seminar; dan/atau 

d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, Kerja Praktik (KP), Program 
Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja 
Lapangan (KKL), magang, atau bentuk praktik lapangan lainnya. 

 

Pasal 21 

(1) Proses pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit 
Semester (SKS).  

(2) Beban belajar mahasiswa dinyatakan  dalam  besaran sks. 

(3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 
paling sedikit 16 (enam belas) minggu,  termasuk  ujian  tengah  semester  
dan ujian akhir semester. 

(4) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal 
dan semester genap.  
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Pasal 22 

(1) Universitas dapat menyelenggarakan semester antara untuk remidiasi, 
pengayaan, atau percepatan. 

(2) Semester antara sebaga mana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan: 

a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 

b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan 

c. sesuai beban  belajar  mahasiswa  untuk  memenuhi capaian pembelajaran 
yang telah ditetapkan. 

(3) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, 
jumlah tatap muka paling sedikit 16 (enambelas) kali termasuk ujian 
tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. 

 

Pasal 23 

Batas waktu semester gasal dan semester genap, serta semester antara 
ditentukan dalam kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan 
Rektor. 

 

 

Pasal 24 

Masa dan beban belajar untuk setiap jenjang dan jenis penyelenggaraan 

program pendidikan ditetapkan dalam Peraturan Universitas sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 25 

(1) Universitas dapat melakukan pengalihan satuan kredit semester dengan 

cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dari perguruan 

tinggi lain atau satuan/program pendidikan nonformal untuk memenuhi 

persyaratan kelulusan mahasiswa yang bersangkutan pada program studi 

tertentu. 

(2) Universitas dapat mengalihkan satuan kredit semester dari suatu program 

studi dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada 

program studi lain di Universitas. 

 

Pasal 26 

(1) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program 

yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke 

program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) 

semester mengikuti program magister atau program magister terapan, 

tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program 

magister terapan tersebut.   



 
 

14 
 

(2) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang 

melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus menyelesaikan program magister atau 

program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.  

(3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester 

(IPS) lebih besar dari 3, 00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika 

akademik. 

Pasal 27 

(1) Pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dimuat dalam kurikulum 

masing-masing program studi. 

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Rektor. 

 

Paragraf 6 

Bahasa Pengantar 

 

Pasal  28 

(1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa pengantar. 

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila 

diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan 

bahasa daerah yang bersangkutan. 

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila 

diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan 

tertentu. 

 

Paragraf 7 

Pengaturan Lebih Lanjut 

 

Pasal 29 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan 

Peraturan Universitas dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Penelitian 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 30 

(1) Universitas menyelenggarakan kegiatan penelitian sesuai Standar Nasional 

Penelitian yang berlaku. 

(2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan 
yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi.   

(3) Penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diarahkan untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, 
metodologi, model, prototip, dan/atau informasi baru dalam rangka 
mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa, serta memperkuat upaya 
menuju Universitas yang mengutamakan penelitian (Research University). 

(4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilaksanakan 
oleh dosen dan/atau  mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika 
akademik sesuai prinsip otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

 

Paragraf 2 
Penyebarluasan Hasil Penelitian 

 
Pasal 31 

(1) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau 
tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar 
luaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau 
cara lain yang   dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian 
kepada masyarakat. 

(2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat (1), hasil penelitian yang 
dilaksankan oleh Dosen harus dipublikasikan melalui terbitan berkala ilmiah 
Universitas atau majalah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala 
ilmiah internasioanal yang diakui Pemerintah.  

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hasil 
penelitian empirik atau hasil penelitian teoritis. 

(4) Universitas, Fakultas, lembaga penelitian, Program Studi, pusat studi, atau 
lembaga sejenis dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara tercetak 
dan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi. 

(5) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat 
artikel hasil penelitianyang ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa 
resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
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Paragraf 3 
Pemanfaatan Hasil Penelitian 

 
Pasal 32 

Hasil penelitian Universitas dimanfaatkan untuk meningkatkan kedalaman dan 
keluasan materi pembelajaran mata kuliah yang relevan. 

 

Paragraf 4 

Hak Kekayaan Intelektual 

 

Pasal 33 

Universitas memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk perolehan  
Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

 

Paragraf 5 

Pengaturan Lebih Lanjut  

 

Pasal 34 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian diatur dengan 
Peraturan Universitas dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi yang berlaku. 

 

Bagian Keempat 

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Pasal 35 

(1) Universitas menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

(2) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika 
yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk 
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Sivitas Akademika secara individu dan/atau 
berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil 
penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat,  pengembangan 
industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk 
perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan. 

(4) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib 
mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 
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(5)  Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dimanfaatkan untuk pengayaan sumber belajar dan/atau 
pembelajaran, serta pematangan Sivitas Akademika. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Universitas dengan 
memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku. 

 

Bagian Kelima 

Kode Etik 

 

Pasal 36 

(1) Kode etik akademik dan pedoman tata krama pergaulan kampus ditetapkan 
dengan Peraturan Universitas. 

(2) Setiap Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi dan mematuhi etika 
akademik yang berlaku baginya sesuai asas moral yang didasari atas 
kejujuran, keterbukaan, objektivitas dan menghargai pendapat atau 
penemuan akademisi lain. 

(3) Etika akademik ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini melalui 
perkuliahan atau forum akademik lainnya. 

 

Pasal 37 

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang  melanggar kode etik dan/atau 
peraturan disiplin pegawai Universitas dikenakan sanksi sesuai peraturan 
yang berlaku di Universitas dan/atau Yayasan. 

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Universitas membentuk Badan Kehormatan Etik dan Disiplin Pegawai. 

 

Bagian Keenam 
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan 

 
Pasal 38 

Pimpinan Universitas memfasilitasi dan menjamin terciptanya kebebasan 
akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam rangka 
penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi. 

Pasal 39 
Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan 
kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan t inggi untuk mendalami dan 
mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab 
melalui pelaksanaan Tridarma. 
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Pasal 40 

(1) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan 
wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab 
mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang 
ilmunya.  

(2) Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara 
terbuka dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara. 

 

Pasal 41 

Otonomi  keilmuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 38  merupakan 
otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 
Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau 
mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan 
budaya akademik. 

Pasal 42 

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan/atau otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas 
Akademika.  

(2) Setiap Sivitas Akademika dalam melaksanaan kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik dan/atau otonomi keilmuan wajib 
memperhatikan:  

a. visi, misi dan tujuan Universitas;  

b. nilai inti (core values) Universitas; dan  

c. fungsi dan tujuan pendidikan tinggi sesuai peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 43 

Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 
akademik, dan otonomi keilmuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Universitas. 

Bagian Ketujuh 

Gelar dan Penghargaan 

Paragraf 1 

Gelar  

 

Pasal 44 

(1) Universitas memberikan gelar kepada mahasiswa yang telah 
menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti 
suatu Program Studi  baik persyaratan akademik maupun persyaratan 
administrasi, dan dinyatakan lulus. 
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(2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  sebutan yang 
diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, 
pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.  

(3) Universitas berwenang mencabut gelar yang telah diberikan kepada 
lulusannya apabila di kemudian hari terbukti bahwa gelar tersebut diperoleh 
secara tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas. 

 

Pasal 45 

Gelar dan penulisan gelar untuk lulusan pendidikan akademik adalah sebagai 
berikut:  

a. Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan 
mencantumkan huruf “S.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi; 

b. Magister, ditulis di belakang nama lulusan  program Magister, dengan 
mencantumkan huruf “M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi; atau 

c. Doktor, ditulis di depan nama lulusan program Doktor, dengan 
mencantumkan huruf “Dr.”. 

 

Pasal 46 

Gelar dan penulisan gelar untuk lulusan pendidikan vokasi adalah sebagai 
berikut:  

a. Ahli Pratama, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma I, dengan 
mencantumkan huruf  “A.P.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun  
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi; 

b. Ahli Muda, ditulis dibelakang nama lulusan program Diploma II, dengan 
mencantumkan huruf “A.M.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi; 

c. Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma III, dengan 
mencantumkan huruf “A.Md.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi; 

d. Sarjana Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma IV 
dengan mencantumkan huruf “S.Tr.” dan diikuti dengan inisial pohon dalam 
rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau inisial nama Program Studi; 

 

Pasal 47 

Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak 
dengan mencantumkan huruf “Sp.” diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun 
ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama Program Studi. 
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Pasal 48 

Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama 
yang  berhak dengan mencantumkan inisial sebutan. 

 

Pasal 49 

(1) Universitas dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris 
Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan 

(2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diusulkan oleh Senat Fakultas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 50 

Gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, 46, 47, 48 
dan Pasal 49 dapat disetarakan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar pada 
sistem pendidikan luar negeri untuk keperluan pengakuan kualifikasi di negara 
tersebut. 

Pasal 51 

Rektor berwenang mengubah gelar dan penulisan gelar sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 45, 46, 47, 48, dan  Pasal 49 untuk penyesuaian 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 52 

(1) Ijazah sebagai bukti kelulusan dari suatu program sarjana, pendidikan 
profesi dan pendidikan vokasi yang terkait dengan gelar atau sebutan 
profesional ditandatangani oleh Rektor dan Dekan terkait. 

(2) Ijazah sebagai bukti kelulusan dari program pascasarjana terkait dengan 
gelar ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Program Pascasarjana. 

(3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada 
lulusan Universitas disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan 
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).  

(4) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah 
dokumen yang memuat daftar nilai prestasi akademik lulusan Universitas.  

(5) Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3)  adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik 
atau kualifikasi dari lulusan Universitas.  

(6) Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah 
ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana terkait. 

(7) Bentuk serta muatan Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan 
Pendamping Ijazah ditetapkan oleh Rektor sesuai peraturan perundang-
undangan. 
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Pasal 53 

(1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau 
musnah, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.  

(2) Tata cara dan persyaratan penerbitan Surat Keterangan Pengganti 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor. 

 

 

Paragraf 2 

Penghargaan 

 

Pasal 54 

(1) Universitas dapat menganugerahkan penghargaan dan/atau tanda jasa 
kepada orang, badan atau lembaga yang menunjukkan prestasi luar biasa 
dalam bidang Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi, atau  berperan luar biasa 
untuk memperjuangkan pengembangan dan kemajuan Universitas. 

(2) Penghargaan dan/atau tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa piagam, lencana, uang, benda dan/atau bentuk lain. 

(3) Bentuk, persyaratan dan tata cara penganugerahan penghargaan dan/atau 
tanda jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. 

 

BAB IV 

SISTEM PENGELOLAAN 

 

Bagian Kesatu 

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

 

Pasal 55 

Visi Universitas adalah terwujudnya Universitas yang unggul, berkarakter, 
mandiri dan memiliki nilai kejuangan. 

 

Pasal 56 

Misi Universitas adalah:  

a. menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan; 

b. menjalankan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, sosial dan budaya; 

c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; dan 
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d. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri 
yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 57 

Tujuan penyelenggaraan Universitas adalah: 

a. menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai 
kejuangan; 

b. menghasilkan karya penelitian yang berguna untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; 

c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang memberikan 
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan 
budaya; dan 

d. menjadi mitra unggulan dalam kerjasama dengan berbagai pihak dalam 
pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta 
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. 

 

Pasal 58 

(1) Dalam rangka mencapai visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, 56 dan Pasal 57, Universitas 
menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional 
(Renop).  

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penjabaran dari visi dan misi Universitas yang memuat rencana dan 
program pengembangan untuk jangka lima tahun.  

(3) Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan 
untuk satu tahun. 

 

Pasal 59 

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) diarahkan kepada: 

a. pengembangan kualitas akademik dan daya saing lulusan; 

b. pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat; 

c. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan 
pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik; 

d. pengembangan sistem pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien; 
dan 

e. pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, 
lembaga pemerintah atau non pemerintah. 
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Pasal 60 

(1) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana 
Operasional merupakan tanggung jawab Pimpinan Universitas. 

(2) Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas menjadi rujukan 
dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Operasional tingkat 
unit kerja di lingkungan Universitas. 

 

Pasal 61 

(1) Rencana Strategis dan Rencana Operasional dapat diubah untuk 
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas. 

(2) Mekanisme perubahan Rencana Strategis dan Rencana Operasional diatur 
dalam Peraturan Rektor.  

 

Bagian Kedua 

Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Paragraf 1 

Dosen 

 

Pasal 62 

(1) Berdasarkan status kepegawaiannya, Dosen Universitas terdiri atas: 

a. Dosen Tetap; 

b. Dosen Khusus; dan  

c. Dosen Tidak Tetap. 

(2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. Dosen Tetap Yayasan; dan  

b. Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan (PNS Dpk). 

(3) Dosen Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dosen 
dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja. 

(4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari peneliti, 
praktisi atau dosen purna tugas. 

 

Pasal 63 

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen merupakan kewenangan 
Pengurus Yayasan. 

(2) Rektor bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan karir 
Dosen.  
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(3) Rekrutmen dan pengembangan karir Dosen diarahkan untuk memenuhi 
dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku. 

 

Paragraf 2 
Tenaga Kependidikan 

 
Pasal 64 

(1) Berdasarkan status kepegawaiannya, Tenaga Kependidikan Universitas 
terdiri atas: 

a. Tenaga Kependidikan Tetap; dan 

b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap. 

(2) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 

a. Tenaga Kependidikan dalam masa percobaan; 

b. Tenaga Kependidikan harian lepas; dan 

c. Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). 

(3) Berdasarkan bidang tugasnya, Tenaga Kependidikan Universitas terdiri 
atas: 

a. pustakawan; 

b. tenaga administrasi;  

c. laboran;  

d. teknisi;  

e. pranata teknik informasi; 

f. tenaga lapangan; dan 

g. tenaga lainnya 

 

Pasal 65 

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan merupakan 
kewenangan Pengurus Yayasan. 

(2) Rektor bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan karir 
Tenaga Kependidikan. 

(3) Rekrutmen dan pengembangan karir Tenaga Kependidikan diarahkan 
untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
yang berlaku. 

Pasal 66 

Ketentuan secara lengkap mengenai Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur 
dalam Peraturan Yayasan tentang Kepegawaian. 
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Bagian Ketiga 

Mahasiswa dan Alumni 

Paragraf 1 

Mahasiswa 

 

Pasal 67 

(1) Persyaratan menjadi mahasiswa Universitas adalah: 

a. memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah; dan 

b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Universitas. 

(2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi yang disebut seleksi 
penerimaan mahasiswa baru. 

(3) Seleksi dalam penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan 
sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi dengan tetap 
mengindahkan persyaratan khusus sesuai karakteristik Program Studi. 

(4) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas setelah 
memenuhi persyaratan khusus sesuai peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan 
mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.  

 

Pasal 68 

(1) Setiap Mahasiswa berhak: 

a. menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran 
dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya 
akademik dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang 
akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan; 

c. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses  
pembelajaran; 

d. mendapatkan bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas 
Program Studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya; 

e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi 
yang diikutinya serta hasil belajarnya; 

f. menyelesaikan studi lebih cepat dari waktu normal yang ditetapkan 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

h. memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi 
kemahasiswaan; 
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i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan; 

j. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang disabilitas atau 
berkebutuhan khusus; 

k. memperoleh surat keterangan atas keaktifan dalam kegiatan yang diikuti; 
dan  

l. pindah ke perguruan tinggi lain setelah menyelesaikan kewajiban 
administrasi yang berlaku. 

(2) Pelaksanaan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. 

 

Pasal 69 

(1) Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk: 

a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi 
mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan 
peraturan yang berlaku; 

b. mematuhi semua peraturan Universitas dan/atau peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku; 

c. ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas; 

d. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas; 

e. menghargai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

f. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas; dan 

g. menjujung tinggi dan mentaati Kode Etik Mahasiswa yang berlaku di 
Univeritas. 

(2) Pelaksanaan kewajiban Mahasiswa dan penegakan terhadap pelanggaran 
kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Rektor. 

 

Paragraf 2 

Organisasi Kemahasiswaan 

 

Pasal 70 

(1) Dalam rangka membangun budaya dan karakter mahasiswa melalui 
peningkatan kualitas kepemimpinan, penalaran, bakat, minat, kepekaan 
sosial, dan kesejahteraan mahasiswa, Mahasiswa dapat membentuk 
organisasi kemahasiswaan. 

(2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan dari, oleh dan untuk Mahasiswa.  

(3) Universitas menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk 
mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. 
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Pasal 71 

Organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi, antara lain untuk: 

a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan 
potensi Mahasiswa;   

b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan 
kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;   

c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan  

d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat. 

 

Pasal 72 

(1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas: 
a. Dewan Mahasiswa; 
b. Badan Eksekutif Mahasiswa; dan 
c. Unit Kegiatan Mahasiswa. 

(2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri atas: 

a. Dewan Mahasiswa Fakultas; dan 

b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. 

(3) Pada setiap Program Studi dapat dibentuk Himpunan Mahasiswa Program 

Studi (HMPS). 

(4) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Rektor. 

 
Paragraf 3 

Alumni 

 

Pasal 73 

(1) Alumni Universitas adalah Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus 
pendidikan di Universitas. 

(2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina 
hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian 
tujuan pendidikan tinggi. 

(3) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan 
lain dalam rangka pengembangan Universitas. 

(4) Pembinaan organisasi alumni diintegrasikan dalam unsur pelaksana  
administrasi bidang kemahasiswaan. 

(5) Ketentuan mengenai alumni diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. 
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Pasal 74 

Universitas menyediakan layanan informasi ketenagakerjaan (Job Placement 
Center) yang dibutuhkan oleh alumni, mahasiswa, dan instansi pemerintah dan 
swasta yang memerlukan informasi  tentang  tenaga lulusan Universitas.  

 

Bagian Keempat 

Sistem Pengelolaan Sarana dan Prasarana  

 

Pasal 75 

(1) Sarana dan prasarana Universitas dikelola dan dipergunakan secara 
bertanggung jawab sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi dalam 
mendukung penyelenggaraan pendidikan. 

(2) Gedung, ruang kelas, dan/atau laboratorium/studio/bengkel kerja berikut 
sarana pembelajarannya pada dasarnya dapat dipergunakan secara 
bersama antar Fakultas.  

(3) Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran didasarkan pada skala 
prioritas yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang 
berlaku dan kemampuan keuangan Yayasan.  

(4) Universitas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh 
Mahasiswa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. 

   

Pasal 76 

Sarana dan prasarana Universitas berdasarkan perolehannya dibedakan 
menjadi: 

a. sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana Yayasan; 

b. sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana pemerintah pusat 
dan/atau pemerintah daerah; 

c. sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana masyarakat 
dan/atau sumber dana lainnya yang dimiliki Universitas; dan 

d. sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana masyarakat 
dan/atau sumber dana lainnya yang dimiliki oleh Fakultas atau Program 
Pascasarjana. 

 

Pasal 77 

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana 
Yayasan menjadi tanggungjawab Rektor yang penyelenggaraannya 
didasarkan pada ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik 
yayasan. 

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana 
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah menjadi tanggungjawab 
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Rektor yang penyelenggaraannya didasarkan pada ketentuan yang berlaku 
bagi pengelolaan kekayaan milik negara. 

(3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber masyarakat 
dan/atau sumber dana lainnya yang dimiliki oleh Universitas menjadi 
tanggungjawab Rektor.  

(4) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber masyarakat 
dan/atau sumber dana lainnya yang dimiliki oleh Fakultas menjadi 
tanggungjawab Dekan di bawah pengawasan Rektor. 

(5) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber masyarakat 
dan/atau sumber dana lainnya yang dimiliki oleh Program  Pascasarjana 
menjadi tanggungjawab Direktur Program Pascasarjana di bawah 
pengawasan Rektor. 

 

Pasal 78 

Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Universitas diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Universitas.   

 

Bagian Kelima 

Sistem Pendanaan dan Kekayaan 

 

Pasal 79 

(1) Sumber dana Universitas berasal dari masyarakat, pemerintah, dan sumber 
lain yang sah. 

(2) Dana Universitas yang berasal dari masyarakat meliputi: 

a. biaya pendaftaran mahasiswa baru; 

b. biaya registrasi dan osmaru; 

c. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP); 

d. Dana Pengembangan Institusi (DPI); 

e. biaya ujian; 

f. biaya KKN, PPL, wisuda, kerja praktik, magang dan kegiatan sejenis 
lainnya;  

g. hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama sesuai dengan peran dan fungsi 
Universitas;  

h. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; 

i. sumbangan dan hibah dari perorangan atau lembaga non pemerintah; 
dan 

j. penerimaan lain yang sah. 

(3) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan 
atas prinsip tidak mencari keuntungan. 
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Pasal 80 

Ketentuan Sistem pendanaan dan kekayaan  diatur  lebih lanjut oleh Yayasan 
sesuai  dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Universitas Veteran Bangun 
Nusantara Sukoharjo. 

 

Pasal 81 

(1) Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, Rektor 
wajib mendasarkan pada struktur tarif, tata cara pengelolaan, dan 
pengalokasian dana yang telah disahkan oleh Yayasan. 

(2) Struktur tarif, tata cara pengelolaan, dan pengalokasian dana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan. 

 

Pasal  82 

(1) Rencana Anggaran  Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) disusun 
secara terpadu meliputi semua perkiraan sumber dana yang akan diperoleh 
dan yang akan dibelanjakan setiap tahun anggaran. 

(2) Rencana Anggaran  Pendapatan dan Belanja Universitas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor atas usul satuan-satuan 
kerja/unit-unit kerja. 

(3) Rencana anggaran  pendapatan dan belanja Universitas diusulkan oleh 
Rektor kepada Pengurus Yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Universitas.  

 

Pasal 83 

(1) Universitas wajib menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan 
peraturan tata buku yang berlaku. 

(2) Pengelolaan keuangan secara terpadu dilakukan sesuai asas akuntabilitas 
dan transparansi. 

(3) Pembukuan keuangan Universitas diperiksa oleh Satuan Pengawas 
Internal secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
 

Bagian Keenam 

Kerjasama 

 

Pasal 84 

(1) Universitas dapat melakukan kerjasama dan kemitraan di bidang akademik 
dan/atau nonakademik dengan perguruan tinggi lain, instansi 
pemerintahan, dunia usaha dan industri, atau pihak lain baik di dalam 
negeri maupun luar negeri. 
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(2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk meningkatkan: 

a. efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pengelolaan Universitas,  

b. kreativitas, inovasi, dan pematangan Sivitas Akademika; dan 

c. mutu dan relevansi pelaksanaan Tridarma. 

(3) Bentuk kerjasama dan kemitraan yang dilakukan Universitas meliputi: 

a. kerjasama manajemen; 

b. program kembaran; 

c. program gelar ganda (double degree); 

d. program pemindahan kredit; 

e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa, 

f. pemanfaatan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;  

g. penyelenggaraan kegiatan ilmiah: 

h. penerbitan karya ilmiah, dan/atau 

i. bentuk lain yang dipandang perlu. 

(4) Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Universitas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketujuh 

Sistem Penjaminan Mutu Internal 

 

Pasal 85 

(1) Dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, Universitas 
menetapkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan 

b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).   

 

Pasal 86 

(1) Mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal menggunakan model 
“PPEPP” secara berkelanjutan yang terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:  

a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 

b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 

c. Evaluasi (pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi; 

d. Pengendalian (pelaksanaan) Standar Pendidikan Tinggi; dan 

e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. 
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(2) Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal dilaporkan kepada Rektor 
secara berjenjang sebagai bahan penetapan kebijakan perbaikan dan/atau 
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas. 

 

Pasal 87 

(1) Rektor membentuk organ pelaksana penjaminan mutu untuk melaksanakan 
sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 
ayat (2) huruf a.  

(2) Organ pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibentuk untuk 
tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. 

 

Pasal 88 

(1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana Pasal 87 ayat (2) huruf b 
dilakukan melalui akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. akreditasi institusi (AIPT); 

b. akreditasi Program Studi; dan 

c. akreditasi unit pelaksana lainnya.  

(3) Rektor melalui organ pelaksana penjaminan mutu memberikan bimbingan 
teknis, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen akreditasi.  

 

Bagian Kedelapan 

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal 

 

Pasal 89 

(1) Rektor menetapkan kebijakan pengendalian dan pengawasan internal 
bidang nonakademik sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

b. pengelolaan keuangan; 

c. pengelolaan sarana dan prasarana; dan 

d. pengelolaan sumber daya manusia. 

(3) Pengandalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertujuan untuk: 

b. menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Universitas 
dan/atau Yayasan; 

c. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia; dan  

d. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan 
keputusan. 
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Pasal 90 

(1) Rektor membentuk Badan Pengawas Internal (BPI) untuk menjalankan 
kebijakan pengendalian dan pengawasan internal. 

(2) Badan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik  untuk dan atas 
nama Rektor. 

(3) Hasil pengawasan Badan Pengawas Internal dilaporkan kepada Rektor 
sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pengelolalan kegiatan 
nonakademik.   

 

Pasal 91 

Mekanisme pelaksanaan pengawasan internal ditetapkan oleh Badan 
Pengawas Internal atas persetujuan Rektor. 

 

BAB V 

ORGANISASI UNIVERSITAS 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 92 

(1) Unsur organisasi Universitas adalah sebagai berikut:  

a. Yayasan; 

b. Senat Universitas; 

c. Pimimpin Universitas; 

d. Dewan Penyantun;  

e. Pelaksana Pendidikan, yaitu Fakultas dan Program Pascasarjana; 

f. Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 

g. Pelaksana Penjaminan Mutu Internal; 

h. Pelaksana Pengawasan Internal; 

i. Badan Kehormatan Etik dan Disiplin Pegawai; 

j. Pelaksana Administrasi; dan 

k. Penunjang Teknis. 

(2) Struktur organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdapat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Statuta 
ini.  
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Bagian Kedua 

Yayasan 

 

Pasal 93 

(1) Yayasan merupakan badan penyelenggara Universitas yang berfungsi 
sebagai penyedia sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia yang 
dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan di Universitas.  

(2) Setiap akhir tahun akademik, Yayasan berhak meminta laporan Rektor atas 
penyelenggaraan pendidikan di Universitas. 

(3) Yayasan wajib membuat kesimpulan hasil penilaian terhadap laporan 
Rektor, dan menyampaikan kesimpulan hasil penilaian tersebut kepada 
Rektor. 

 

Bagian Ketiga 

Senat Universitas 

 

Pasal 94 

(1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di 
Universitas. 

(2) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas: 

a.  Rektor; 

b. Wakil Rektor; 

c. Dekan; 

d. Direktur Program Pascasarjana; 

e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;   

f. Guru Besar 

g. Satu orang Wakil Dosen dari setiap fakultas non FKIP dan Pascasarjana 

h. Satu orang Wakil Dosen dari masing-masing rumpun studi di FKIP yaitu 
Pendidikan bahasa, Pendidikan MIPA, Pendidikan IPS dan Ilmu 
Pendidikan 

(3) Susunan organisasi Senat Universitas terdiri atas:  

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Sekretaris merangkap anggota;  

c. Anggota.  

(4) Ketua dan Sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan pemimpin Perguruan 
Tinggi 

(5) Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (4) adalah : 
Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana dan Ketua lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 
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(6) Ketua dan Sekretaris dipilih diantara anggota, diangkat dan diberhentikan 
oleh Rektor. 

(7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi dan badan 
pekerja. 

(8) Komisi dan badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibentuk 
sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat. 

 

Pasal 95 

(1) Senat Universitas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:  

a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas; 

b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan, serta 
kepribadian Sivitas Akademika; 

c. merumuskan norma dan standar mutu penyelenggaraan pendidikan 
tinggi di Universitas; 

d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan 
mimbar akademik dan otonomi keilmuan di Universitas; 

e. memberikan pertimbangan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Universitas yang diajukan oleh Pimpinan Universitas; 

f. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan Program Studi 
baru dan/atau penutupan Program Studi;  

g. memberikan pertimbangan kepada Rektor atas usulan pengangkatan 
Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga 
Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, Badan Penjaminan Mutu 
Internal, dan Badan Pengawas Internal; 

h. memberikan pertimbangan kepada Rektor atas usulan pengangkatan 
jabatan fungsional akademik Dosen untuk jenjang Lektor Kepala dan 
Guru Besar; 

i. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkaitan dengan 
penganugerahan penghargaan/tanda jasa; 

j. memberi pertimbangan kepada Rektor berkaitan dengan pencabutan 
gelar akademik dan/atau penghargaan;  

k. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Universitas atas pelaksanaan 
kebijakan yang telah ditetapkan, yang meliputi antara lain: 

1) pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat; 

2) pelaksanaan penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas 
Akademika;  

3) pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi; 

4) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal;  

5) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 
dan otonomi keilmuan; dan 
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6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen. 

l. mengukuhkan pemberian gelar akademik dan Doktor Kehormatan dalam 
sidang Senat terbuka;  

m. menegakkan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika. 

(2) Tugas dan wewenang Senat Universitas sebagaimana ditentukan dalam 
ayat (1) huruf a, b, c, dan huruf d dilaksanakan melalui “persetujuan 
bersama Rektor” dalam penetapan Peraturan Universitas. 

(3) Tugas dan wewenang Senat Universitas sebagaimana ditentukan dalam 
ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pemberian rekomendasi dalam 
penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma yang berlaku.  

 

Pasal 96 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 
95 ayat (1), Senat Universitas dapat menyelenggarakan sidang. 

(2) Sidang Senat Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 

a. Sidang Senat biasa, yaitu sidang Senat Universitas untuk membahas 
pelaksanaan tugas Senat sehari-hari;  

b. Sidang Senat terbuka,  yaitu sidang Senat Universitas untuk melaksanakan 
upacara dies natalis, wisuda dan pengukuhan guru besar;  

c. Sidang Senat terbatas, yaitu sidang Senat Universitas untuk melangsungkan 
promosi doktor, penganugerahan penghargaan/tanda jasa, pemilihan 
calon rektor, dan upacara lain yang dipandang perlu. 

(3) Sidang Senat biasa diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3  (tiga) 
bulan. 

Pasal 97 

(1) Ketentuan mengenai Senat Universitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Universitas.  

(2) Dengan Peraturan Universitas dapat dibentuk Senat Guru besar. 

Bagian Keempat 

Pimpinan Universitas 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 98 

(1) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor. 

(2) Rektor merupakan pemimpin dan penanggungjawab utama Universitas. 

(3) Wakil Rektor terdiri atas: 

a. Wakil Rektor bidang akademik, dan dapat disebut sebagai Wakil Rektor I,  
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b. Wakil Rektor bidang administrasi umum dan keuangan, dan dapat 
disebut sebagai Wakil Rektor II, dan  

c. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni, hubungan masyarakat dan 
kerjasama, dan dapat disebut sebagai Wakil Rektor III. 

(4) Dengan persetujuan tertulis dari Pengurus Yayasan,  jumlah dan sebutan 
Wakil Rektor sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) dapat diubah untuk 
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas. 

 

Paragraf 2 

Rektor 

 

Pasal 99 

(1) Rektor mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Menyusun rencana jangka panjang Universitas; 

b. Menyusun Rencana Strategis lima tahunan; 

c. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (Rencana Operasional); 

d. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor 

berdasarkan ketentuan yang berlaku;  

e. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan 

pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 

f. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa; 

g. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridarma, akuntansi 

dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan kealumnian;  

i. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang  

penyelenggaraan Tridarma kepada Yayasan setiap akhir tahun akademik; 

j. mengusulkan jabatan fungsional akademik dosen sesuai peraturan perundang-

undangan; 

k. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat 

dan daerah, pengguna hasil kegiatan Tridarma, dan masyarakat;  

l. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta 

kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridarma;  

m. melakukan pembinaan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 

serta memelihara hubungan dengan lingkungannya; 

n. membuat kebijakan dan keputusan yang mengikat ke dalam dan ke luar; 

o. bertindak untuk dan atas nama Universitas dan/atau Yayasan di bidang 

Tridarma, kegiatan bisnis dan kerjasama Universitas; 
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p. menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan Tridarma, 

kegiatan bisnis (usaha lain) dan kerjasama Universitas atas pertimbangan Senat 

Universitas; 

q. menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran dan kinerja 

nonakademik Universitas kepada Yayasan setiap akhir tahun anggaran; 

r. menyampaikan laporan akademik dan nonakademik tahunan dalam Sidang 

Senat Universitas; dan 

s. kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dengan persetujuan Senat Universitas, Rektor berwenang mengubah rencana 

jangka panjang Universitas, Rencana Strategis lima tahunan dan/atau rencana 

kerja dan anggaran tahunan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan Universitas. 

 

Paragraf 3 

Wakil Rektor 

 

Pasal 100 

(1) Wakil Rektor I bertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan 
pendidikan, pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, 
yang meliputi:  

a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan 
pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 

b. Pembinaan dan pengembangan karir akademik Dosen; dan 

c. Pengolahan data yang menyangkut pendidikan dan pengajaran, 
penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

(2) Wakil Rektor II bertugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan 
kegiatan bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan yang 
meliputi:  

a. pelayanan administrasi dan pengolahan data dalam bidang keuangan 
dan kepegawaian; 

b. pengelolaan sarana dan prasarana;  

c. pengelolaan kerumahtanggaan; 

d. pemeliharaan keamanan dan ketertiban; 

e. pembinaan dan pengembangan karir Tenaga Kependidikan; 

f. pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai; dan 

g. perencanaan dan pengelolaan anggaran;  

h. pembinaan unit-unit kewirausahaan Universitas. 

(3) Wakil Rektor III bertugas membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan 
yang meliputi: 

a. pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, minat, dan bakat;  
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b. pembinaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta bimbingan dan 
penyuluhan mahasiswa;  

c. pembinaan organisasi kemahasiswaan;  

d. koordinasi dengan alumni dan/atau organisasi alumni; 

e. mengkoordinasikan perencanaan dan pengembangan  kerjasama yang 
dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Universitas; 

f. pelaksanaan kontrak kerjasama dengan pihak luar Universitas; 

g. pelaksanaan tugas-tugas khusus di bidang hubungan masyarakat; dan 

h. koordinasi dan kerjasama dalam rangka penerimaan mahasiswa baru. 

(4) Rektor dapat mengubah sebutan dan bidang tugas Wakil Rektor.  

 

Pasal 101 

(1) Rektor dan Wakil Rektor menetapkan dan menyelenggarakan pertemuan/ 
rapat secara periodik untuk mengembangkan sistem kerja Universitas.  

(2) Rektor dan Wakil Rektor wajib melaksanakan tugas kepemimpinan dan 
memanfaatkan seluruh sumber daya Universitas secara optimal.  

(3) Rektor dapat melakukan pendelegasian wewenang kepada Wakil Rektor 
dan/atau pimpinan unit kerja sejauh diperlukan.  

(4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan Keputusan Rektor.  

Pasal 102 

(1) Rektor bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan. 

(2) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor. 

 

Bagian Kelima 

Dewan Penyantun 

 

Pasal 103 

(1) Dewan Penyantun merupakan dewan pertimbangan nonakademik. 

(2) Jumlah anggota dewan penyantun paling sedikit 5 (lima) orang. 

(3) Anggota dewan penyantun dapat berasal dari unsur pemerintah/pemerintah 
daerah, tokoh  masyarakat, pakar pendidikan, pengusaha, alumni, dan/atau 
purna tugas lembaga pendidikan tinggi yang dipandang mampu dan 
bersedia memberikan kontribusi (materiil dan nonmateriil) untuk 
pengembangan Universitas. 

(4) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri  atas: 

a. Ketua merangkap anggota; 

b. Sekretaris merangkap anggota; dan  

c. Anggota.  
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Pasal 104 

Dewan Penyantun bertugas:  

a. memberikan pertimbangan dan/atau masukan kepada Rektor dalam 
pengelolaan Universitas.   

b. membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi Universitas;  

c. membantu Universitas dalam menjalin hubungan kemitraan dan kerjasama 
dengan instansi pemerintahan, swasta, maupun kalangan masyarakat, baik 
dalam maupun luar negeri; dan 

d. secara periodik memberikan evaluasi dan masukan tentang kinerja 
Universitas. 

Pasal 105 

(1) Dewan Penyantun bersidang secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 
(satu) tahun.  

(2) Dewan Penyantun menyampaikan hasil sidang secara tertulis kepada 
Rektor.  

(3) Dewan Penyantun dapat mengadakan sidang khusus atas permintaan 
Rektor.  

Bagian Keenam 

Fakultas 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 106 

Organisasi Fakultas terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:  

a. Senat Fakultas; 

b. Pimpinan Fakultas; 

c. Program Studi; 

d. Laboratorium/Studio; 

e. Dewan Dosen Program Studi; 

f. Unit Penunjang; dan 

g. Pelaksana Administrasi Fakultas. 
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Paragraf 2 

Senat Fakultas 

 

Pasal 107 

(1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di 
tingkat Fakultas. 

(2) Anggota Senat Fakultas terdiri dari: 

a. Dekan; 

b. Wakil Dekan; 

c. Ketua Program Studi; 

d. Guru Besar; dan 

e. Wakil dosen dari setiap Program Studi, masing-masing 1 (satu) orang 
wakil. 

(3) Susunan keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:  

a. Ketua merangkap anggota;  

a. Sekretaris merangkap anggota; dan  

b. Anggota.  

(4) Ketua dan Sekretaris Senat dijabat oleh anggota yang bukan Dekan dan 
Wakil Dekan; 

(5) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih diantara anggota, diangkat oleh Rektor. 

(6) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi 
dan badan pekerja. 

(7) Komisi dan badan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk 
sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat. 

 

Pasal 108 

(1) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok: 

a. merumuskan standar mutu pendidikan, kebijakan akademik dan 
pengembangan Fakultas; 

b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan 
kepribadian Sivitas Akademika pada tingkat Fakultas; 

c. merumuskan norma, etika, dan standar mutu penyelenggaraan Fakultas; 

d. menilai pertanggungjawaban Dekan atas  pelaksanaan kebijakan yang 
telah ditetapkan; 

e. memberikan pertimbangan atas dosen yang diusulkan untuk 
pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan fungsional akademik jenjang 
asisten ahli dan lektor; 
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f. Memilih dan mengusulkan Calon Dekan kepada Rektor; 

g. memberikan pertimbangan kepada Dekan atas Dosen yang diusulkan 
untuk mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Dekan atau Ketua 
Program Studi; dan 

h. menetapkan peraturan tata tertib Senat Fakultas. 

(2) Tata cara pelaksanaan tugas Senat Fakultas sebagaimana ditentukan 
dalam ayat (1) huruf f dan g diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas. 

 

Pasal 109 

(1) Rapat Senat Fakultas diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) 
semester.  

(2) Di luar ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), Senat Fakultas 
dapat mengadakan rapat khusus apabila dipandang perlu oleh Ketua atau 
diusulkan oleh paling sedikit separuh lebih dari seluruh jumlah anggota 
Senat Fakultas.  

(3) Tatacara penyelenggaraan rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib Senat Fakultas. 

 

Paragraf 3 

Pimpinan Fakultas 

 

Pasal 110 

(1) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan. 

(2) Dekan merupakan pemimpin dan penanggungjawab penyelenggaraan 
Fakultas. 

(3) Wakil Dekan berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu: 

a. Wakil Dekan bidang akademik, dan dapat disebut sebagai Wakil Dekan I; 

b. Wakil Dekan bidang administrasi umum dan keuangan, dan dapat 
disebut sebagai Wakil Dekan II; dan 

c. Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, dan dapat disebut 
sebagai Wakil Dekan III. 

(4) Jumlah Wakil Dekan sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) dapat diubah 
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Fakultas. 

(5) Perubahan jumlah Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diusulkan oleh Dekan kepada Rektor dan ditetapkan dengan Keputusan 
Rektor. 

 

Pasal 111 

Dekan mempunyai tugas:  
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a. memimpin penyelenggaraan Fakultas;  

b. bertanggung jawab terhadap sosialisasi dan implementasi kebijakan 
Universitas pada tingkat Fakultas. 

c. menyusun rencana jangka panjang Fakultas; 

d. menyusun rencana strategis lima tahunan (Rencana Strategis) Fakultas; 

e. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (Rencana Operasional) 
Fakultas; 

f. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang 
melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;  

g. mengelola anggaran Fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku;  

h. menyelenggarakan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
yang handal yang mendukung pengelolaan penyelenggaraan Tridarma, 
akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan dan alumni sesuai 
dengan tugas dan kewenangan Fakultas; dan 

i. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas 

penyelenggaraan Fakultas kepada Rektor melalui Senat Fakultas. 

 

Pasal 112 

(1) Wakil Dekan I bertugas membantu Dekan dalam koordinasi dan pengawasan 

penyelenggaraan Fakultas, yang meliputi: 

a. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan Tridarma; 

b. pembinaan dan pengembangan karir Dosen; dan 

c. pengelolaan data dan dokumen penyelenggaraan Tridarma. 

(2) Wakil Dekan II bertugas membantu Dekan dalam koordinasi dan 

pengawasan penyelenggaraan Fakultas, yang meliputi: 

a. perencanaan dan pengelolaan anggaran;  

b. pembinaan dan pengembangan karir Tenaga Kependidikan; 

c. kesejahteraan pegawai;  

d. pengelolaan sarana dan prasarana;   

e. pengelolaan kerumahtanggaan 

f. pemeliharaan ketertiban; dan 

g. pelayanan administrasi dan pengelolaan data di bidang keuangan.  

(3) Wakil Dekan III bertugas membantu Dekan dalam koordinasi dan pengawasan 

penyelenggaraan Fakultas, yang meliputi: 

b. pembinaan Mahasiswa dalam bidang penalaran, minat dan bakat; 

c. pembinaan usaha kesejahteraan Mahasiswa; 

d. pembinaan organisasi kemahasiswaan; 
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e. bimbingan dan penyuluhan Mahasiswa; 

f. pemberdayaan alumni; dan 

g. pengelolaan data kegiatan kemahasiswaan dan data alumni. 

 

Pasal 113 

(1) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor. 

(2) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan. 

 

Paragraf 4 

Pimpinan Program Studi 

 

Pasal  114 

(1) Program Studi dalam organisasi Fakultas adalah kesatuan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 

pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau 

pendidikan vokasi program diploma dan sarjana.   

(2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan dibantu oleh 
seorang Sekretaris Program Studi.  

(3) Apabila pada saat pengangkatan, jumlah Mahasiswa pada Program Studi 
yang bersangkutan kurang dari 40 orang, maka jabatan Sekretaris Program 
Studi tidak diisi, sedangkan tugas Sekretaris Program Studi dilaksanakan 
oleh Ketua Program Studi. 

 

Pasal 115 

(1) Ketua Program Studi mempunyai tugas: 

a. mengkoordinasikan pelaksanaan Tridarma, administrasi umum dan 
kemahasiswaan pada tingkat Program Studi;  

b. mengembangkan Program Studi dan laboratorium pada tingkat Program 
Studi;  

c. melakukan pembinaan keilmuan bagi kelompok Dosen pada Program 
Studi yang bersangkutan; dan 

d. melakukan pembinaan akademik bagi Mahasiswa pada tingkat Program 
Studi. 

(2) Sekretaris Program Studi mempunyai tugas membantu Ketua Program 
Studi dalam koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan Program Studi, 
yang meliputi:  

a. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan penyelenggaraan Tridarma 
pada tingkat Program Studi;  
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b. pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan 
pada tingkat Program Studi;  

c. persiapan pembukaan program pendidikan baru dalam berbagai jalur, 
jenis dan jenjang pendidikan pada tingkat Program Studi; dan 

d. pengelolaan data penyelenggaran Tridarma pada tingkat Program Studi. 

 

Pasal 116 

(1) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.  

(2) Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi. 

 

Paragraf 5 

Laboratorium/Studio 

 

Pasal 117 

(1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang penyelenggaraan 
pendidikan pada Program Studi dalam pendidikan akademik dan/atau 
vokasi. 

(2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala. 

(3) Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang diakui keahliannya 
dan memiliki tugas untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi serta melakukan pembinaan terhadap kelompok Dosen pada 
laboratorium atau studio yang bersangkutan.  

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Laboratorium/Studio dibantu oleh 
Laboran, yaitu Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai 
jenis laboratorium atau studio yang bersangkutan. 

(5) Laboratorium/Studio dapat menjalankan tugas sebagai unit pelayanan 
kepada masyarakat. 

(6) Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Dekan. 

 

Paragraf 6 

Unit Penunjang 

 

Pasal 118 

(1) Apabila dipandang perlu guna menunjang pelaksanaan kegiatan Tridarma, 
pada Fakultas dapat dibentuk Unit Penunjang yang berada di luar Program 
Studi. 

(2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi 
sebagai unit pelayanan dalam bidang pendidikan, penelitian dan/atau 
pengabdian kepada masyarakat. 
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(3) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk  
balai, laboratorium atau bentuk lain. 

 

Pasal 119 

(1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 huruf f dipimpin 
oleh seorang Kepala dan seorang Sekretaris. 

(2) Pimpinan Unit Penunjang adalah seorang Dosen yang diakui keahliannya 
dan memiliki tugas untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi, serta melakukan pembinaan terhadap kelompok Dosen. 

(3) Kepala Unit Penunjang bertanggung jawab kepada Dekan. 

(4) Sekretaris Unit Penunjang bertanggung jawab kepada Kepala Unit 
Penujang. 

 

Paragraf 7 

Pelaksana Administrasi Fakultas 

 

Pasal 120 

(1) Pelaksana administrasi Fakultas adalah Tata Usaha Fakultas. 

(2) Tata Usaha Fakultas dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab 
kepada Dekan.  

(3) Ketatausahaan Fakultas meliputi:  

a. pelaksana tata usaha akademik dan kemahasiswaan; 

b. pelaksana tata usaha umum; dan 

c. pelaksana tata usaha keuangan. 

 

Pasal 121 

(1) Pelaksana tata usaha akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas 
melakukan administrasi penyelenggaraan Tridarma, dan kemahasiswaan.  

(2) Pelaksana tata usaha umum mempunyai tugas melakukan urusan tata 
usaha, sarana dan prasarana, serta kerumahtanggaan.  

(3) Pelaksana tata usaha keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi 
keuangan. 

(4) Apabila staf tata usaha Fakultas kurang dari 3 orang, maka pelaksanaan 
tata usaha keuangan menjadi tugas pelaksana tata usaha umum. 
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Bagian Ketujuh 

Porgram Pascasarjana 

 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 122 

Organisasi Program Pascasarjana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:  

a. Pimpinan Program Pascasarjana; 

b. Program Studi;  

c. Laboratorium/Studio;  

d. Dewan Dosen Program Studi; 

e. Unit Penunjang; dan 

f. Pelaksana Administrasi Program Pascasarjana.  

 

Paragraf 2 

Pimpinan Program Pascasarjana 

 

Pasal 123 

(1) Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur. 

(2) Tugas pokok Direktur Program Pascasarjana adalah memimpin penyeleng-
garaan pendidikan pada Program Pascasarjana. 

(3) Tugas Pokok Wakil Direktur Program Pascasarjana adalah membantu 
Direktur dalam memimpin penyelenggaraan administrasi umum dan 
keuangan Program pascasarjana.  

(4) Dalam hal Program Pascasarjana hanya mengelola 1 (satu) Program Studi, 
maka Direktur Program Pascasarjana secara ex officio sebagai Ketua 
Program Studi dan Wakil Direktur secara ex officio sebagai Sekretaris 
Program Studi.  

 

Pasal 124 

(1) Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.  

(2) Wakil Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Direktur 
Program Pascasarjana. 

 

Paragraf 3 

Pimpinan Program Studi pada Program Pascasarjana 

 

Pasal 125 

(1) Program Studi dalam organisasi Program Pascasarjana adalah kesatuan 
kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 
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pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau 
pendidikan vokasi program magister dan program doktor, dan/atau 
pendidikan profesi.  

(2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi dan dibantu oleh 
seorang Sekretaris Program Studi.  

(3) Apabila pada saat pengangkatan, jumlah Mahasiswa pada Program Studi 
yang bersangkutan kurang dari 40 orang, maka jabatan Sekretaris Program 
Studi tidak diisi, sedangkan tugas Sekretaris Program Studi dilaksanakan 
oleh Ketua Program Studi. 

 

Pasal 126 

(1) Ketua Program Studi mempunyai tugas: 

a. mengkoordinasikan pelaksanaan Tridarma, administrasi umum dan 
kemahasiswaan pada Program Studi;  

b. mengembangkan Program Studi dan laboratorium pada tingkat Program 
Studi;  

c. melakukan pembinaan akademik bagi Mahasiswa pada tingkat program 
studi; dan 

d. melakukan pembinaan keilmuan bagi kelompok Dosen pada Program 
Studi yang bersangkutan. 

(2) Sekretaris Program Studi mempunyai tugas membantu Ketua Program 

Studi dalam koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan Program Studi, 

yang meliputi:  

a. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan penyelenggaraan 

Tridarma pada tingkat Program Studi;  

b. pembinaan dan pengembangan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan 

pada tingkat Program Studi;  

c. persiapan pembukaan program pendidikan baru dalam berbagai jalur, 

jenis dan jenjang pendidikan pada tingkat Program Studi;  dan 

d. pengelolaan data penyelenggaraan Tridarma pada tingkat Program 

Studi. 

 

Pasal 127 

(1) Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana bertanggung jawab 

kepada Direktur Program Pascasarjana. 

(2) Sekretaris Program Studi pada Program Pascasarjana bertanggung jawab 

kepada Ketua Program Studi. 
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Paragraf 4 

Laboratorium/Studio pada Program Pascasarjana 

 

Pasal 128 

(1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang penyelenggaraan 

pendidikan pada Program Studi dalam pendidikan akademik, profesi 

dan/atau vokasi. 

(2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala. 

(3) Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang diakui keahliannya 

dan memiliki tugas untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi serta melakukan pembinaan terhadap kelompok Dosen pada 

laboratorium atau studio yang bersangkutan.  

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Laboratorium/Studio dibantu oleh 

Laboran, yaitu Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai 

jenis laboratorium atau studio yang bersangkutan. 

(5) Laboratorium/Studio dapat menjalankan tugas sebagai unit pelayanan kepada 

masyarakat. 

(6) Kepala Laboratorium pada Program Pascasarjana bertanggung jawab 

kepada Direktur Program Pascasarjana. 

 

Paragraf 5 

Unit Penunjang Program Pascasarjana 
 

Pasal 129 

(1) Apabila dipandang perlu guna menunjang pelaksanaan kegiatan Tridarma, 
pada Program Pascasarjana dapat dibentuk Unit Penunjang yang berada di 
luar Program Studi. 

(2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi 
sebagai unit pelayanan dalam bidang pendidikan, penelitian dan/atau 
pengabdian kepada masyarakat. 

(3) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk  
balai, laboratorium atau bentuk lain. 

 

Pasal 130 

(1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 huruf e dipimpin 
oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris. 

(2) Pimpinan Unit Penunjang Program Pascasarjana adalah seorang Dosen 
yang diakui keahliannya dan memiliki tugas untuk mengembangkan Ilmu 
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Pengetahuan dan Teknologi, serta melakukan pembinaan terhadap 
kelompok Dosen 

(3) Kepala Unit Penunjang pada Program Pascasarjana bertanggung jawab 
kepada Direktur Program Pascasarjana. 

(4) Sekretaris Unit Penunjang pada Program Pascasarjana bertanggung jawab 
kepada Kepala Unit Penujang. 

 

Paragraf 6 

Pelaksana Administrasi Program Pascasarjana 

 

Pasal 131 

(1) Pelaksana administrasi Program Pascasarjana adalah Tata Usaha Program 
Pascasarjana. 

(2) Tata Usaha Fakultas dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung 
jawab kepada Direktur Program Pascasarjana.  

(3) Ketatausahaan Program Pascasarjana meliputi:  

a. pelaksana tata usaha akademik dan kemahasiswaan; 

b. pelaksana tata usaha umum; dan 

c. pelaksana tata usaha keuangan. 

 

Pasal 132 

(1) Pelaksana tata usaha akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas 
melakukan administrasi penyelenggaraan Tridarma, dan kemahasiswaan.  

(2) Pelaksana tata usaha umum mempunyai tugas melakukan urusan tata 
usaha, sarana dan prasarana, serta kerumahtanggaan.  

(3) Pelaksana tata usaha keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi 
keuangan. 

(4) Dalam hal staf tata usaha Program Pascasarjana kurang dari 3 orang, 
maka pelaksanaan tata usaha keuangan menjadi tugas pelaksana tata 
usaha umum. 

 

Bagian Kedelapan 

Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 
Pasal 133 

(1) Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas 
adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

(2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas 
pokok mengkoordinasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegi-
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atan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan 
langsung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
atau oleh Pusat di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat. 

(3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengutamakan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multi disiplin. 

 

Pasal 134 

Organiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: 

a. Pimpinan, yaitu Ketua dan Sekretaris; 

b. Pusat; dan 

c. Tenaga administrasi. 

Pasal 135 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  memiliki tugas: 

a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas. 

b. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka 

mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; 

c. merencanakan dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat 

dengan menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

d. meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara 

berkelanjutan melalui program unggulan; 

e. mendorong keterlibatan Mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

f. memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang mudah diakses dan dimanfaatkan Sivitas Akademika dan 

masyarakat pengguna; 

g. mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit-unit pelaksana 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana penelitian 

multi, lintas dan inter disiplin; 

h. melaksanakan penilaian dan konsolidasi pusat penelitian/studi di 

Universitas; 

i. melakukan penggalangan sumber daya penelitian melalui kegiatan 

penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian 

serta pemerintah pusat dan daerah; 
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j. menyelenggarakan kuliah kerja nyata mahasiswa sebagai wahana 

penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara multi atau lintas 

disiplin; 

k. menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil dan 
menengah serta pemerintah daerah; 

l. menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang pengembangan 
pendidikan; dan 

m. mengembangkan inovasi pembelajaran. 

 

Pasal 136 

(1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
bertanggung jawab kepada Rektor. 

(2) Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
bertanggung jawab kepada Ketua. 

 

Pasal 137 

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b meliputi: 

a. Pusat Penelitian; 

b. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; 

c. Pusat Kuliah Kerja Nyata; 

d. Pusat Pengembangan Pendidikan; dan 

e. Pusat Studi. 

(2) Jumlah dan/atau nomenklatur Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas. 

(3) Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. 

(4) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 
kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

 

Bagian Kesembilan 

Pelaksana Penjaminan Mutu Internal 

 

Pasal 138 

(1) Penjaminan mutu internal bidang akademik dilaksanakan oleh: 

a. Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) untuk tingkat Universitas;  

b. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) untuk tingkat Fakultas/Program 
Pascasarjana, dan 
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c. Gugus Pengendali Mutu Internal (GPMI) untuk tingkat Program Studi. 

(2) Pembinaan terhadap pelaksana Penjaminan Mutu Internal dilakukan oleh 
Wakil Rektor I. 

Pasal 139 

Organisasi Badan  Penjaminan Mutu Internal terdiri atas: 

a. Pimpinan, yaitu sorang Kepala dan seorang Sekretaris; 

b. Anggota; dan 

c. Tenaga Administrasi. 

 

Pasal 140 

Badan Penjaminan Mutu Internal mempunyai tugas: 

a. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Pimpinan Universitas 
dalam membuat kebijakan dan peraturan; 

b. menyediakan dokumen munual mutu dan dokumen standar mutu pada 
setiap tingkatan institusi serta mengkoordinasi pelaksanaan revisinya; 

c. meningkatkan mutu akademik; 

d. memantau proses penyelenggaraan Tridarma sesuai standar yang telah 
ditetapkan; 

e. mensosialisasikan hasil temuan kepada pemangku kepentingan untuk 
evaluasi dan perbaikan mutu; 

f. mengembangkan kesadaran mutu kepada pemangku kepentingan internal 
dan eksternal; 

g. menyediakan internal auditors untuk pelaksanaan audit mutu internal;  

h. mengkoordinasikan pelaksanaan audit mutu internal;  

i. memantau pelaksanaan pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi (PD 

Dikti), perpanjangan ijin operasional, akreditasi program studi, akreditasi 

institusi, dan  

j. melaporkan secara berkala tentang perkembangan sistem penjaminan mutu 

internal kepada Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan 

tinggi sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 141 

(1) Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal bertanggung jawab kepada 
Rektor. 

(2) Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Internal bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal. 
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Pasal 142 

(1) Unit Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 

huruf b dipimpin oleh seorang Koordinator dan dibantu anggota. 

(2) Unit Penjaminan Mutu Internal mempunyai tugas pokok membantu Badan 

Penjaminan Mutu Internal dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

internal pada tingkat Fakultas atau Program Pascasarjana. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Unit Penjaminan Mutu Internal 

wajib berkoordinasi dengan Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal. 

(4) Koordinator Unit Penjaminan Mutu Internal bertanggung jawab kepada 

Dekan atau Direktur Program Pascasarjana yang bersangkutan. 

 

Pasal 143 

(1) Gugus Pengendali Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 
huruf c dipimpin oleh seorang Koordinator dan dibantu anggota.  

(2) Gugus Pengendali Mutu Internal mempunyai tugas pokok membantu Badan 
Penjaminan Mutu Internal dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu 
internal pada tingkat Program Studi.  

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Gugus Pengendali Mutu 
Internal wajib berkoordinasi dengan Koordinator Unit Penjaminan Mutu 
Internal yang bersangkutan. 

(4) Koordinator Gugus Pengendali Mutu Internal bertanggung jawab kepada 

Ketua Program Studi yang bersangkutan.  

 

Bagian Kesepuluh 

Pelaksana Pengawasan Internal 

 

Pasal 144 

(1) Pelaksana Pengawasan Internal pada Universitas  adalah Badan Pengawas 
Internal. 

(2) Jumlah anggota Badan Pengawas Internal paling sedikit 3 (tiga) orang dan 
paling banyak 5 (lima) orang. 

(3) Anggota Badan Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas yang 

memiliki keahlian di bidang: 

a. akuntansi/keuangan;  

b. manajemen sumber daya manusia;  

c. manajemen aset; dan 

d. hukum dan tata kelola Universitas.  
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(4) Susunan keanggotaan Badan Pengawas Internal terdiri atas:  

a. Ketua merangkap anggota;  

b. Sekretaris merangkap anggota; dan  

c. Anggota. 

(5) Badan Pengawas Internal bertanggung jawab langsung kepada Rektor. 

 

Pasal 145 

Tugas dan kewenangan Badan Pengawas Internal adalah melaksanakan 

pengawasan di bidang nonakademik, yang meliputi:  

a. menetapan mekanisme dan motode pengawasan internal;  

b. melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pendidikan 

di bidang nonakademik, yang meliputi: 

1) monitoring dan evaluasi;  

2) audit dan reviu atas penyelenggaraan Universitas; dan  

3) jenis audit lainnya sesuai dengan hasil temuan dan kebutuhan.  

c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal serta melaporkannya 

kepada Rektor ; dan  

d. mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan 

kegiatan nonakademik pada rektor atas dasar hasil pengawasan internal. 

 

Bagian Kesebelas 

Badan Kehormatan Etik dan Disiplin Pegawai 

 

Pasal 146 

(1) Untuk menegakkan kode etik Sivitas Akademika dan/atau peraturan disiplin 

pegawai, dibentuk Badan Kehormatan Etik dan Disiplin Pegawai. 

(2) Jumlah anggota Badan Kehormatan Etik dan Disipilin Pegawai paling sedikit 

3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. 

(3) Anggota Badan Kehormatan Etik dan Disipilin Pegawai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Senat Universitas, Dosen yang 

bukan anggota Senat Universitas dan Tenaga Kependidikan yang memiliki 

keahlian di bidang hukum dan kepegawaian. 

(4) Susunan keanggotaan Badan Kehormatan Etik dan Disipilin Pegawai terdiri 

atas:  

a. Ketua merangkap anggota;  

b. Sekretaris merangkap anggota; dan  
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c. Anggota. 

(5) Badan Kehormatan Etik dan Disipilin Pegawai bertanggung jawab langsung 

kepada Rektor. 

Pasal 147 

Tugas dan kewenangan Badan Kehormatan Etik dan Disipilin Pegawai meliputi:  

a. menetapan prosedur penegakaan kode etik dan peraturan disiplin pegawai 

sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas dan/atau Yayasan. 

b. melaksanakan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau 

peraturan disiplin pegawai yang dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa dan/atau 

Tenaga Kependidikan, berdasarkan pengaduan yang sah dan/atau atas 

permintaan Rektor; dan 

c. membuat rekomendasi atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf b, serta melaporkannya kepada Rektor dan/atau Senat Universitas. 
 

Bagian Keduabelas 

Pelaksana Administrasi 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 148 

(1) Pelaksana Administrasi di Universitas pada dasarnya berbentuk Biro  

(2) Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. Biro Administrasi Umum dan Keuangan; 

b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni serta Sistem 

Informasi dan Perencanaan; 

c. Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Universitas. 

(3) Jumlah dan/atau nomenklatur Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas. 

 

Pasal 149 

(1) Biro sebagaimana dimaksud pada Pasal  148 ayat (2) huruf a dan b 

dipimpin oleh seorang Kepala Biro.  

(2) Hubungan Masyarakat dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 

148 ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 

seorang Sekretaris. 

(3) Kepala Biro dan Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Universitas 

bertanggung jawab kepada Rektor. 
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Paragraf 2 

Biro Administrasi Umum dan Keuangan 

 

Pasal 150 

(1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pelaksana 

administrasi bidang umum dan keuangan. 

(2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas: 

a. bagian umum; 

b. bagian kepegawaian; 

c. bagian keuangan; 

d. sekretariat rektorat; dan 

e. satuan pengamanan kampus. 

(3) Pembinaan Biro Administrasi Umum dan Keuangan dilakukan oleh Wakil 

Rektor II. 

Pasal 151 

Biro Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok:  

a. melaksanakan administrasi umum yang meliputi: urusan tata usaha, urusan 

rumah tangga, urusan persuratan, pemeliharaan lingkungan, pengadaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana; 

b. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: administrasi 

pengadaan pegawai, promosi, mutasi, dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan kepegawaian; 

c. melaksanakan administrasi keuangan, meliputi: pembukuan dan 

pertanggungjawaban keuangan Universitas serta membantu menyiapkan 

penyusunan anggaran; 

d. memberikan pelayanan di bidang keuangan yang meliputi: pelayanan 

pembayaran gaji, honorarium dan pencairan; 

e. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan universitas; dan 

f. melayani Pimpinan Universitas dalam pelaksanaan layanan administrasi. 
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Paragraf 3 

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, 

 Sistem Informasi dan Perencanaan 

 

Pasal 152 

(1) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni serta Sistem 

Informasi dan Perencanaan adalah unsur pelaksana di bidang Administrasi 

Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni serta Sistem Informasi dan 

Perencanaan; 

(2) Biro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: 

a. bagian akademik; 

b. bagian kemahasiswaan dan alumni 

c. bagian sistem informasi. 

d. Bagian perencanaan 

(3) Pembinaan bidang Administrasi Akademik, Sistem Informasi dan 

Perencanaan dilakukan oleh Wakil Rektor I. 

(4) Pembinaan bidang kemahasiswaan dan alumni dilakukan oleh Wakil Rektor 

III 

Pasal 153 

(1) Bidang Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni serta Sistem 

Informasi dan Perencanaan mempunyai tugas pokok:  

a. melaksanakan administrasi akademik yang meliputi: kegiatan admisi, 

readmisi, her-registrasi, transfer mahasiswa, transkrip hasil studi, surat 

keterangan pindah, cuti studi, penyusunan kalender akademik, presensi 

kuliah, presensi ujian dan membantu menyiapkan rapat-rapat akademik; 

b. mengembangkan sistem informasi sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi meliputi: pengumpulan dan pengolahan data 

(akademik, umum, kepegawaian, keuangan dan kemahasiswaan) secara 

terpadu, dan pelayanan informasi; dan 

c. menyusun rencana, mengoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan perencanaan dan merumuskan kebijakan teknis di 

bidang perencanaan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai 

pedoman kerja. 

(2) Bidang Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni  mempunyai tugas pokok:  

a. melaksanakan administrasi kegiatan kemahasiswaan dalam bidang 

penalaran, minat, dan bakat mahasiswa; 

b. melaksanakan administrasi kegiatan kemahasiswaan dalam bidang 

kesejahteraan mahasiswa; 
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c. melaksanakan administrasi kegiatan organisasi alumni; dan 

d. melaksanakan administrasi hasil penelusuran alumni dan data alumni. 

 

Paragraf 4 

Hubungan Masyarakat dan Kerjasama  

 

Pasal 154 

(1) Hubungan Masyarakat dan Kerjasama adalah unsur pelaksana di bidang 

hubungan masyarakat dan kerjasama. 

(2) Organisasi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama terdiri atas: 

a. Kepala Kantor; 

b. Sekretaris Kantor; 

c. Kepala Bidang; dan 

d. Tenaga Administrasi. 

(3) Rektor dapat membentuk unit khusus pada Hubungan Masyarakat dan 

Kerjasama Hubungan Masyarakat dan Kerjasama untuk menangani tugas 

dan kebutuhan tertentu. 

(4) Pembinaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dilakukan oleh Wakil 

Rektor III 

 

Pasal 155 

Hubungan Masyarakat dan Kerjasama mempunyai tugas pokok:  

a. menjalin hubungan dengan pihak luar (external public relation) Universitas;  

b. mengelola kegiatan penciptaan citra (image building) Universitas;  

c. mengembangkan berbagai program pemasaran Universitas;  

d. mengembangkan dan memelihara hubungan publik (internal public relation); 

e. mengembangkan dan memelihara hubungan dengan media massa;  

f. mengembangkan dan mengelola media publikasi milik Universitas. 

g. merencanakan dan mengembangkan kerjasama dengan stakeholders yang 

dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Universitas; 

h. melakukan kontrak kerjasama dan melakukan manajemen royalti yang 

digunakan oleh pihak luar Universitas; 

i. membangun relasi dan kerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan dinas terkait 

yang bermuara pada proses penerimaan mahasiswa baru; 
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j. mendokumentasikan even tingkat program studi, fakultas dan Universitas 

serta mempublikasikannya melalui media massa/media sosial; 

k. melaksanakan tugas‐tugas khusus di bidang hubungan masyarakat dan 

kerjasama yang diberikan oleh Rektor. 

 

Bagian Ketigabelas 

Pelaksana Penunjang 

 

Paragraf 1 

Umum 

 
Pasal 156 

(1) Pelaksana penunjang merupakan organ Universitas yang memberikan layanan 

teknis dalam penyelenggaraan Tridarma yang berada di luar Fakultas/Program 

Pascasarjana, maupun Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

(2) Pelaksana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit 

Pelaksana Teknis (UPT). 

(3) Selain pelaksana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dibentuk unsur penunjang lainnya setingkat Unit Pelaksana Teknis untuk 

mengelola dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

 

Pasal 157 

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdiri 

atas:  

a. UPT Perpustakaan; 

b. UPT Komputer; 

c. UPT Penerbitan dan Percetakan; 

d. UPT Pelayanan dan Pengembangan Bahasa; dan 

e. Pengelola Dana Kesejahteraan. 

(2) Jumlah dan/atau nomenklatur Unit Pelaksana Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diubah oleh Rektor dengan persetujuan 
Senat Universitas, untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkem-
bangan Universitas. 

 
Paragraf 2 

UPT Perpustakaan  
 

Pasal 158 

(1) UPT Perpustakaan adalah unsur pelaksana penunjang Universitas di 

bidang pengelolaan perpustakaan dan layanan pemustaka.  

(2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi:  
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a. Bidang Pengolahan Database dan Jaringan; 

b. Bidang Pelayanan/Sirkulasi; dan 

c. Bidang Administrasi. 

(3) Kepala UPT Perpustakaan bertanggung jawab kepada Rektor. 

(4) Pembinaan UPT Perpustakaan dilakukan oleh Wakil Rektor I. 

 

Pasal 159 

UPT Perpustakaan mempunyai tugas pokok:  

a. mengadakan, mengolah dan memelihara bahan pustaka dan sumber belajar 
lainnya;  

b. memberikan layanan dan informasi bahan pustaka dan sumber belajar 
lainnya;  

c. melakukan evaluasi pelaksanaan layanan perpustakaan;  

d. melaksanakan administrasi perpustakaan; dan 

e. mengembangkan jejaring dengan berbagai perpustakaan di luar Universitas. 
 
 

Paragraf 3 
UPT Komputer 

 
Pasal 160 

(1) UPT Komputer adalah unsur pelaksana penunjang Universitas di bidang 

pelayanan komputer/sistem informasi.  

(2) UPT Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi:  

a. Bidang Pelayanan/Operator; 

b. Bidang Pranata Teknik Informasi; dan 

c. Bidang Administrasi. 

(3) Kepala UPT Komputer bertanggung jawab kepada Rektor. 

(4) Pembinaan UPT Komputer dilakukan oleh Wakil Rektor I 

 

Pasal 161 

UPT Komputer mempunyai tugas pokok:  

a. menyediakan pelayanan komputer untuk mendukung seluruh proses 

kegiatan Sivitas Akademika dan administrasi Universitas, serta menjadi unit 

pengembangan teknologi pelayanan komputer Universitas; 

b. melayani dan mengelola kebutuhan penggunaan komputer dan jaringan 

sistem informasi pada setiap unit kerja di Universitas maupun Dosen dalam 

menunjang proses pembelajaran; 
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c. mengelola dan mengamankan setiap data yang tersimpan dalam jaringan 

komputer. 

d. mengkoordinasikan jadwal penggunaan komputer dengan pemangku 

kepentingan terkait baik untuk praktikum, bebas/internet, maupun untuk 

keperluan tugas lainnya; dan 

e. merencanakan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas (kuantitas dan 

kualitas) komputer sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi. 

Paragraf 4 

UPT Pelayanan dan Pengembangan Bahasa 

(UP2B) 

 

Pasal 162 

(1) UPT Pelayanan dan Pengembangan Bahasa adalah unsur pelaksana 

penunjang Universitas di bidang pelayanan pengembangan bahasa. 

(2) UPT Pelayanan dan Pengembangan Bahasa  dipimpin oleh seorang 

Kepala yang membawahi: 

a. Bidang Pelayanan/operator; 

b. Bidang Tenaga Administrasi; dan 

c. Bidang Administrasi. 

(3) Kepala UPT Pelayanan dan Pengembangan Bahasa bertanggung jawab 

kepada Rektor. 

(4) Pembinaan UPT Pelayanan dan Pengembangan Bahasa dilakukan oleh 

Wakil Rektor I. 

 

Paragraf 5 

UPT Penerbitan dan Percetakan 

 

Pasal 163 

(1) UPT Penerbitan dan Percetakan adalah unsur  pelaksana penunjang 

Universitas di bidang penerbitan buku dan bentuk terbitan lainnya, serta 

percetakaan dokumen yang dibutuhkan Universitas. 
(2) UPT Penerbitan dan Percetakan dipimpin oleh seorang Kepala yang 

membawahi : 

a. Bidang Penerbitan;  

b. Bidang Percetakan; dan  

c. Bidang Administrasi. 

(3) Kepala UPT Penerbitan dan Percetakan bertanggung jawab kepada Rektor. 

(4) Pembinaan UPT Penerbitan dan Percetakan dilakukan oleh Wakil Rektor II. 
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Pasal 164 

UPT Penerbitan dan Percetakan mempunyai tugas pokok: 

a. menerbitkan buku hasil inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hasil 

penelitian Sivitas Akademika Universitas atau pihak lain; 

b. menerbitkan jurnal ilmiah secara kontinyu; 

c. memasarkan buku dan jurnal dalam skala nasional dan internasional; 

d. menyelenggarakan pameran buku sebagai sarana untuk mempromosikan 

produk penerbitan Universitas kepada Sivitas Akademika Universitas 

maupun kepada masyarakat luas; dan 

e. menjalin kerjasama dengan penulis, distributor, toko buku, perguruan tinggi 

lain, dan instansi pemerintah/swasta. 

 
Paragraf 6 

Pengelola Dana Kesejahteraan 

 

Pasal 165 

(1) Pengelola Dana Kesejahteraan adalah unsur pelaksana penunjang 

Universitas di bidang pengelolaan dana dan peningkatan kesejahteraan 

pegawai Universitas. 

(2) Pengelola Dana Kesejahteraan mempunyai tugas pokok untuk  mengelola 

dan meningkatkan kesejahteraan pegawai Universitas. 

(3) Pengelola Dana Kesejahteraan bertanggung jawab pada Rektor. 

(4) Pembinaan Pengelola Dana Kesejahteraan dilakukan oleh Wakil Rektor II. 

 

Pasal 166 

(1) Sumber anggaran pendapatan yang dikelola untuk meningkatkan 

kesejahteraan pegawai Universitas berasal dari: 

a. iuran wajib pegawai Universitas; 

b. pendapatan yang dialokasikan secara rutin dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Universitas; dan 

c. sumber pendapatan lain yang sah. 

(2) Pengelola Dana Kesejahteraan wajib: 

a. membuat rencana program kerja serta rencana anggaran dan belanja 

tahunan; 

b. membuat laporan keuangan secara berkala yang berbentuk laporan 

tahunan kepada Rektor melalui Wakil Rektor II; dan 

c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka di hadapan 

pegawai pada akhir masa bakti pengurus. 
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Bagian Kesebelas 

Pengaturan Lebih Lanjut 

 

Pasal 167 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Universitas dan tugas masing-
masing organ Universitas diatur dalam Peraturan Universitas tentang 
Organisasi dan Tata Kelola Universitas. 

 

BAB VI  

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN 

UNIVERSITAS 
 

Bagian Kesatu 
Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian 

 
Pasal 168 

(1) Pejabat yang berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian 

pimpinan organ Universitas adalah Pengurus Yayasan dan Rektor. 

(2) Pengurus Yayasan berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian 

Rektor.  

(3) Rektor berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian: 

a.  pimpinan organ pada Universitas di bawah Rektor; dan 

b. organ tertentu. 
 

Pasal 169 

(1) Pimpinan organ Universitas di bawah Rektor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 168 ayat (3) huruf a meliputi pimpinan organ pada tingkat 
Universitas, Fakultas, dan Program Pascasarjana 

(2) Pimpinan organ pada tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 

a. Wakil Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan 
Pengurus Yayasan. 

b. Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat; 

c. Kepala  dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Internal; 

d. Kepala Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat; 

e. Kepala Biro dan Kepala Bagian pada Biro; 

f. Kepala Kantor, Sekretaris Kantor dan Kepala Bidang pada Kantor 
Hubungan Masyarakat dan kerjasama; 

g. Kepala UPT dan Kepala Bidang pada UPT; dan 
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h. Pengelola Dana Kesejahteraan. 

(3) Pimpinan organ pada tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 

a. Dekan; 

b. Wakil Dekan; 

c. Ketua dan Sekretaris Program Studi; 

d. Kepala dan Sekretaris Laboratorium/Studio; 

e. Kepala Balai atau setingkat Balai; 

f. Koordinator Unit Penjaminan Mutu; 

g. Koordinator Gugus Pengendalian Mutu; dan 

h. Kepala Tata Usaha Fakultas. 

(4) Pimpinan organ pada tingkat Program Pascasarjana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana; 

b. Ketua dan Sekretaris Program Studi; 

c. Kepala dan Sekretaris Laboratorium/Studio; 

d. Kepala Balai atau setingkat Balai; 

e. Koordinator Unit Penjaminan Mutu; 

f. Koordinator Gugus Pengnedalian Mutu; dan 

g. Kepala Tata Usaha Program Pascasarjana. 

 

Pasal 170 

Organ tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) huruf b 
meliputi: 

a. Senat Universitas; 

b. Dewan Penyantun; 

c. Badan Pengawas Internal; dan  

d. Senat Fakultas. 
 

Bagian Kedua 
Persyaratan Jabatan Pimpinan Organ Universitas  

 
Pasal 171 

(1) Persyaratan umum untuk diangkat sebagai pimpinan organ Universitas 
diatur dalam Peraturan Kepegawaian. 

(2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat 
ditetapkan persyaratan khusus yang diatur dalam Peraturan Universitas.  
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(3) Dalam hal persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan/atau persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
terpenuhi, pengangkatan pimpinan organ Universitas hanya dapat 
dilakukan berdasarkan persetujuan Yayasan.   

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara Pengangkatan 
 

Paragraf 1 
Pemilihan Rektor 

 
Pasal 172 

(1) Rektor diangkat oleh Yayasan, setelah mendapat pertimbangan dari Senat 
Universitas. 

(2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih/diangkat 
kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan 
berturut-turut. Apabila prestasi kerjanya baik maka  dapat diangkat kembali 
oleh yayasan. 

(3) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, maka rektor menunjuk seorang 
wakil rektor untuk menjalankan tugas-tugas rektor.  

(4) Apabila Rektor berhalangan tetap, maka yayasan segera menunjuk 
seseorang sebagai rektor untuk masa jabatan 3 bulan sejak tanggal 
ditetapkan. 

(5) Apabila Rektor terbukti tidak cakap dan/ atau tidak melaksanakan tugas 
yang diberikan oleh yayasan dan/atau merugikan nama baik Universitas 
maka yayasan dapat memberhentikan untuk sementara atau tetap sebelum 
masa jabatannya berakhir. 

 
Paragraf 2 

Tata Cara Pengangkatan Wakil Rektor  
 

Pasal 173 
(1) Wakil Rektor diajukan oleh Rektor masing-masing 3 calon untuk dimintakan 

pertimbangan senat universitas. 

(2) Calon wakil rektor yang sudah mendapat pertimbangan senat universitas 

diajukan ke yayasan masing-masing 2 (dua) calon 

  

(3) Calon wakil rektor yang sudah mendapat pertimbangan senat universitas 

dan mendapat persetujuan Yayasan ditetapkan oleh Rektor sebagai wakil rektor 

 

(4) Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah 

Pelantikan Rektor. 

 

(5) Persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Wakil Rektor diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan 
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Paragraf 3 

Tata Cara Pengangkatan Organ Universitas pada Lembaga  

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
 

Pasal 174 

(1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat 

oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas. 

(2) Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Ketua Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

(3) Kepala Pusat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat diangkat oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat 

 
Paragraf 4 

Tata Cara Pengangkatan Organ Universitas pada  

Badan Penjaminan Mutu Internal 
 

Pasal 175 

(1) Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal diangkat oleh Rektor setelah 

mendapat pertimbangan Senat Universitas. 

(2) Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Internal Lembaga diangkat oleh Rektor 

setelah mendapat pertimbangan Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal. 
 

Paragraf 5 
Tata Cara Pengangkatan Organ Universitas pada Tingkat Fakultas 

 
Pasal 176 

(1) Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Senat Fakultas.  

 

(2) Dalam proses pengusulan Calon Dekan, Senat Fakultas dapat 

menyelenggarakan pemilihan Calon Dekan. 
 
 

Pasal 177 

Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat 

pertimbangan Senat Fakultas. 
 

Pasal 178 
Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk pengangkatan: 
a. Ketua Program Studi;  
b. Sekretaris Program Studi;  

c. Kepala Laboratorium/Studio; 

d. Sekretaris Laboratorium/Studio; 

e. Kepala Balai atau setingkat Balai; 
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f. Koordinator Unit Penjaminan Mutu; 

g. Koordinator Gugus Pengendalian Mutu; dan 

h. Kepala Tata Usaha Fakultas. 
 

Paragraf 6 

Tata Cara Pengangkatan Organ Universitas pada  

Tingkat Program Pascasarjana 

 

Pasal 179 

(1) Direktur Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor setelah mendapat 

petimbangan Senat Universitas. 

 

(2) Calon Direktur Program Pascasarjana diusulkan oleh Dewan Dosen 

Program Pascasarjana melalui Direktur Program Pascasarjana.  

 

 

Pasal 180 

Wakil Direktur Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul Direktur 

Program Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan Dewan Dosen 

Program Pascasarjana. 

Pasal 181 

Direktur Program Pascasarjana mengusulkan kepada Rektor untuk 

pengangkatan: 

a. Ketua Program Studi; 

b. Sekretaris Program Studi;  

c. Kepala Laboratorium/Studio; 

d. Sekretaris Laboratorium/Studio; 

e. Kepala Balai atau setingkat Balai; 

f. Koordinator Unit Penjaminan Mutu; 

g. Koordinator Gugus Pengendalian Mutu; dan 

h. Kepala Tata Usaha Program Pascasarjana. 

 

Paragraf 7 

Tata Cara Pengangkatan Organ Tertentu 

 

Pasal 182 

(1) Senat Universitas diangkat oleh Rektor. 
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(2) Calon Anggota Senat Wakil Dosen diusulkan oleh Dekan atau Direktur 

Program Pascasarjana sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 183 

Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan 
Pengurus Yayasan.  

 

Pasal 184 

Anggota Badan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor setelah mendapat 
pertimbangan Senat Universitas. 

  

Pasal 185 

Senat Fakultas diangkat oleh Rektor atas usul Dekan. 

 

Pasal 186 

Dalam Keputusan pengangkatan organ tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 182, 183, 184, dan Pasal 185 harus ditetapkan pula jabatan setiap 
anggota dalam susunan organisasi yang bersangkutan. 

 

Bagian Keempat 
 

Masa Jabatan dan Masa Bakti 
 

Pasal 187 

(1) Masa jabatan semua pimpinan organ pada Universitas adalah 4 (empat) 

tahun. 

(2) Seseorang yang telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali 

sebagai pimpinan organ pada Universitas dengan ketentuan tidak boleh 

menduduki jabatan yang sama untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-

turut. 

 

Pasal 188 

(1) Masa bakti anggota organ tertentu pada Universitas adalah 4 (empat) 

tahun.  

(2) Seseorang yang telah habis masa baktinya dapat diangkat kembali sebagai 

anggota organ tertentu pada Universitas dengan ketentuan tidak boleh 

menjadi anggota pada organ yang sama untuk 2 (dua) kali masa bakti 

berturut-turut. 
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi Guru 

besar sebagai Anggota Senat Universitas dan/atau Senat Fakultas. 

 
Bagian Kelima 

 
Pemberhentian Sebelum Berakhirnya Masa Jabatan 

 

Pasal 189 

(1) Seorang dapat diberhentikan dari jabatan pimpinan organ Universitas atau 

anggota organ tertentu sebelum berakhirnya masa jabatan karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri dari jabatannya atas kemauan sendiri; 

c. berhenti sebagai pegawai Universitas/Yayasan; 

d. diangkat untuk memangku jabatan lainnya;  

e. mendapat tugas lain; atau 

f. tidak cakap dalam menjalankan tugas jabatannya.  

(2) Pemberhentian sebelum berakhirnya masa jabatan karena alasan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dilakukan atas dasar: 

a. penilaian lansung dari pejabat yang berwenang mengangkat; dan/atau 

b. penilaian oleh pejabat yang mengusulkan  pada waktu pengangkatan. 

(3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

dalam Peraturan tersendiri. 

 

Bagian Keenam 

Pelaksana Tugas, Pejabat Sementara, Pejabat Antar Waktu  

dan Anggota Antar Waktu 

 

Paragraf 1 

Pelaksana Tugas 

 

Pasal 190 

(1) Dalam hal Rektor berhalangan sementara, maka Rektor menunjuk salah 

seorang Wakil Rektor sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor. 

(2) Dalam hal Dekan berhalangan sementara, maka Dekan  menunjuk salah 

seorang Wakil Dekan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dekan. 
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(3) Dalam hal Direktur Program Pascasarjana berhalangan sementara, maka 

Direktur menunjuk Wakil Direktur sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur. 

 

Paragraf 2 

Pejabat Sementara 
 

Pasal 191 

(1) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, maka Pengurus Yayasan 
mengangkat Pejabat Sementara (Pjs) Rektor setelah mendapat 
pertimbangan Senat Universitas. 

(2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku sampai dengan diangkat Rektor definitif. 

 

Pasal 192 

(1) Rektor sesuai kewenangannya, dapat mengangkat Pejabat Sementara  
(Pjs) dalam hal pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap. 

(2) Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berlaku untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan, dan untuk 
selanjutnya harus dilakukan pengangkatan pejabat definitif. 

 

Pasal 193 

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (2), Pengangkatan 
Pejabat Sementara (Pjs) dapat dilakukan untuk pengakatan seorang 
pejabat yang belum memenuhi syarat memangku jabatan yang 
bersangkutan. 

(2) Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berlaku untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, dan untuk 
selanjutnya harus dilakukan pengangkatan pejabat definitif. 

(3) Pejabat Sementara (Pjs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diangkat menjadi pejabat definitif setelah yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan yang berlaku untuk jabatan tersebut. 

 

Paragraf 3 

Pejabat Antar Waktu dan Anggota Antar Waktu 

 

Pasal 194 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebelum berakhirnya periode masa 
jabatan yang sedang berjalan, maka Pengurus Yayasan atau Rektor sesuai 
kewenangannya mengangkat Pejabat Antar Waktu untuk mengisi 
kekosongan jabatan tersebut. 
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(2) Masa jabatan Pejabat Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah sepanjang sisa masa jabatan pejabat yang digantikannya. 

 

Pasal 195 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Senat Universitas, Dewan 

Penyantun, Badan Pengawas Internal, dan/atau Senat Fakultas sebelum 

berakhirnya periode masa bakti yang sedang berjalan, maka Rektor sesuai 

kewenangannya mengangkat Anggota Antar Waktu untuk mengisi 

kekosongan keanggotaan tersebut. 

(2) Masa bakti Anggota Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah sepanjang sisa masa bakti anggota yang digantikannya. 

 

 

Bagian Ketujuh 

Pengaturan Lebih Lanjut 
 

Pasal 196 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, 
pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan 
Yayasan. 

(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organ Universitas di 

bawah Rektor dan pengangkatan anggota organ tertentu diatur lebih lanjut 

dalam Peraturan Universitas tentang Organisasi dan Tata Kelola. 

 

BAB VII 

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN 

 

Pasal 197 

(1) Bentuk dan tata urutan peraturan pada Universitas, adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan Yayasan; 

b. Peraturan Universitas; dan 

c. Peraturan Rektor. 

(2) Tata urutan peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan 
hierarki/tingkatan peraturan pada Universitas, sehingga peraturan yang 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

 

Pasal 198 

(1) Peraturan Yayasan merupakan peraturan pada Universitas yang ditetapkan 
oleh Pengurus Yayasan. 
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(2) Peraturan Yayasan pada Universitas, antara lain: 

a.  Peraturan Yayasan tentang statuta universitas; 

b. Peraturan Yayasan tentang kepegawaian; dan 

c. Peraturan Yayasan tentang pemilihan, pengangkatan dan 

pemberhentian Rektor. 

Pasal 199 

(1) Peraturan Universitas merupakan peraturan pada Universitas yang 

ditetapkan dengan persetujuan bersama Senat dan Rektor. 

(2) Peraturan Universitas dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Yayasan 

dan/atau peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 200 

Tata cara dan mekanisme pembentukan Peraturan Universitas dan Peraturan 

Rektor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor. 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 201 

(1) Semua organ Universitas yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan 

Yayasan ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan 

dibentuknya organ Universitas berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Yayasan ini. 

(2) Pembentukan organ Universitas yang baru berdasarkan Peraturan Yayasan 

ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya 

Peraturan Yayasan ini. 

(3) Semua pimpinan organ Universitas yang telah diangkat sebelum berlakunya 

Peraturan Yayasan ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai akhir 

masa jabatannya atau masa baktinya.  

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 202 

(1) Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, semua peraturan Yayasan, 

Peraturan Universitas, Peraturan Rektor dan keputusan lainnya, dinyatakan 

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini. 




